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ABSTRAK 

 

Uji KEUR (Bahasa Belanda) atau uji KIR ialah kumpulan rangkaian 

kegiatan untuk melakukan uji kendaraan tersebut laik digunakan secara teknis 

di jalan raya, khususnya bagi kendaraan yang membawa angkutan penumpang 

dan barang. Hal ini menarik perhatian penulis untuk menulis skripsi yang 

berjudul “ Efektivitas Peraturan Daerah Kota Magelang No 9 Tahun 2014 

Tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Magelang 

“. Berdasarkan kenyataan atau fakta yang terjadi di lapangan, masih banyak 

kendaraan yang tidak melakukan pengujian kendaraan bermotor serta tidak 

memiliki tanda lulus uji layak jalan secara teknis. Sebagaian besar masyarakat 

belum memahami betapa pentingnya pengujian kendaraan bermotor untuk 

keselematan dan kenyamanan penggunan kendaraan dikarenakan kurangnya 

kesadaran masyarakat, serta kurangnya pengawasan untuk pelaksanaan 

pengujian kendaraan bermotor di Kota Magelang. Permasalahan di dalam 

penelitian ini, yaitu bagaimana efektivitas Peraturan Daerah Kota Magelang No 

9 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor Kota 

Magelang serta apa kendala ,upaya dan solusi yang dihadapi oleh petugas Dinas 

Perhubungan Kota Magelang sebagai lembaga pengawas dan pelaksana uji 

kelayakan kendaraan bermotor. Tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengetahui 

dan menganalisis tentang efektivitas peraturan daerah pengawasan terhadap 

pelaksanaan uji kelaikan kendaraan bermotor di Kota Magelang. Serta untuk 

mengetahui kendala apa saja yang di hadapi petugas Dinas Perhubungan dalam 

menangani pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor, dan upaya apa yang 

akan dilakukan untuk menghadapi kendala tersebut. Penelitian ini 

menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis 

sosiologis. konsep efektifitas difokuskan pada subjek dan sanksi. Subjek yang 

melaksanaknnya yaitu orang atau dan hukum. Orang-orang tersebut harus 

melaksanakan hukum sesuai dengan bunyi dari norma hukum. Bagi yang 

dikenai sanksi maka sanksi hukum tersebut benar dilaksanakan atau tidak. 

Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektifitas dari hukum, maka kita 

pertama-tama harus dapat mengukur, „sejauh mana aturan hukum itu ditaati 

atau tidakditaati‟. 
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ABSTRACT 

 

The KEUR test (Dutch language) or KIR test is a collection of series of activities 

to carry out the test of the vehicle that is technically suitable for use on the 

highway, especially for vehicles carrying passenger and goods transportation.  

This has attracted the attention of the author to write a thesis entitled The 

Effectiveness of the Regional Regulation of Magelang City No. 9 of 2014 

Regarding the Implementation of Magelang Vehicle Motorized Testing ".  Based 

on the facts or facts that occur in the field, there are still many vehicles that do not 

carry out motorized vehicle testing and do not have a mark of passing the 

roadworthy test technically.  Most of the people do not understand how important 

the testing of motor vehicles is for the safety and comfort of using vehicles due to 

the lack of public awareness, and the lack of supervision for the implementation 

of motorized vehicle testing in the City of Magelang.  The problem in this 

research is how the effectiveness of Magelang Regional Regulation No. 9 of 2014 

concerning the Implementation of Magelang Vehicle Testing and what are the 

constraints, efforts and solutions faced by the Magelang City Transportation 

Department officials as the supervisory and implementing agency for motor 

vehicle feasibility testing.  The purpose of this study is to find out and analyze the 

effectiveness of regional regulations on the implementation of motor vehicle 

feasibility tests in the city of Magelang.  And to find out what obstacles are faced 

by the Transportation Department officers in handling the implementation of 

motorized vehicle testing, and what efforts will be made to deal with these 

obstacles.  This research uses empirical juridical research with sociological 

juridical approach.  the concept of effectiveness is focused on the subject and 

sanctions.  The subjects that do it are people or law.  These people must carry out 

the law in accordance with the sound of legal norms.  For those subject to 

sanctions, the legal sanctions are actually implemented or not.  When we want to 

know the effectiveness of the law, we must first be able to measure the extent to 

which the rule of law is obeyed or not obeyed. 

Keywords: effectiveness, testing of motor vehicles, feasibility test 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Secara umum transportasi memegang peranan penting dalam dua 

hal yaitu pembangunan ekonomis dan pembangunan non ekonomis . 

Tujuan yang bersifat ekonomis misalnya peningkatan pendapatan nasional 

, mengembangkan industri nasional dan menciptakan serta memelihara 

tingkat kesempatan kerja bagi masyarakat . Sejalan dengan tujuan 

ekonomis tersebut adapula tujuan yang bersifat non ekonomis yaitu untuk 

mempertinggi integritas bangsa , serta meningkatkan pertahanan dan 

keamanan nasional. 

Sistem transportasi dapat terselenggara dengan tertib , aman 

nyaman , teratur , dan lancar haruslah memperhatikan kondisi teknis 

sarana kendaraan , disamping unsur unsur lainnya seperti pengendara, 

kondisi jalan dan lingkungan . Hal ini dikarenakan banyaknya kecelakaan 

transportasi yang di akibatkan oleh tidak diperhatikannya kondisi 

kendaraan dalam hal ini kendaraan bermotor dijalan . Lalu lintas dan 

angkutan jalan di Indonesia memiliki peranan penting dan strategis 

sehingga penyelenggaraannya dikuasai oleh negara , dan pembinaannya 

dilakuan pemerintah dengan tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan 

angkutan jalan yang selamat, aman, cepat , lancar , tertib , teratur , nyaman 

dan efisien.  
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Dalam hal khusus ini peneliti membahas atau mengkaji tentang 

kendaraan transportasi sesuai dengan fungsi dan kegunaannya yang 

berhubungan secara langsung dengan kehidupan sehari hari dan sangat 

berpengaruh dalam lapisan masyarakat , maka dari itu untuk menciptakan 

kendaraan yang sesuai dengan UU khususnya Peraturan Daerah Kota 

Magelang Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pengujian 

Kendaraan Bermotor ,maka sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan 

Pemerintah pasal 6 yang mengatur tentang uji kelayakan kendaraan 

menyebutkan bahwa : 

“ Setiap kendaraan wajib melakukan pengujian secara berkala 

untuk memeriksa bagian atau komponen dari Kendaraan Bermotor , baik 

pada Kereta Gandengan ,dan Kereta Tempelan dalam rangka pemenuhan 

terhadap persyaratan teknis dan laik jalan “  

Dalam pelaksanaan pengujian sesuai dengan ketentuan yang 

ditetapkan oleh pemerintah tentang uji kelaikan terhadap kendaraan 

diharapkan agar setiap orang dapat memenuhi kewajibannnya dalam upaya 

melindungi dan menjaga kestabilan dari kendaraan yang dimiliki untuk 

jangka panjang . Uji kelaikan dapat diperuntukkan untuk semua jenis 

kendaraan baik motor , mobil , hingga mobil angkut barang (pick up) . 

Salah satu wujud uji kelaikan kendaraan yang umum diketahui adalah uji 

kir atau serangkaian kegiatan menguji atau memeriksa bagian bagian 

kendaraan bermotor , kereta gandengan , kereta tempelan dan kendaraan 
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khusus dalam rangka pemenuhan dalam persyaratan khusus dalam rangka 

pemenuhan terhadap persyaratan teknis laik jalan . 

Pelaksanaan Pengujian kendaraan bermotor di unit pemeriksaan 

kendaraan berkala (PKB) dan pemeriksaan dilakukan oleh Penguji yang 

telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah , bagi 

kendaraan yang memenuhi kelaikan akan disahkan oleh pejabat yang 

ditunjukan diberi tanda uji . 

Mengingat pentingnya uji kelaikan merupakan sesuatu yang wajib 

dan sangat dibutuhkan banyak orang sebagai suatu kewajiban yang 

dimiliki oleh setiap orang yang memiliki kendaraan wajib uji , sedangkan 

dalam prosesnya , uji kir sangat membutuhkan waktu yang lama dalam 

pelaksanaannya , maka dalam pelaksanaannya didapati beberapa 

kecurangan yang ternyata secara tidak sadar banyak terjadi di berbagai 

tempat di unit uji kir . Adanya ban ban mobil diganti terlebih dahulu 

supaya lolos uji kemudian setelah selesai pengujian akan di ganti kembali 

dengan ban lama agar dapat lolos dari uji kir , kendaraan tidak pernah di 

servis , bodi kendaraan yang sudah diharuskan mengganti tetapi tidak 

diganti ,kir mati lama ,  akan tetapi itu semua bisa melakukan uji 

kelayakan kendaraan dan mendapat surat verifikasi laik jalan , hal tersebut 

tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 

2014 pasal 3b yang mengatur tentang penyelenggaraan Pengujian 

kendaraan bermotor yang bertujuan untuk memberikan jaminan 

keselamatan secara teknis terhadap penggunaan Kendaraan Bermotor di 
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jalan , sehinngga aman dan nyaman ketika diperuntukkan di jalanan 

sehingga dari kasus penggantian ban ,  kir mati , tersebut muncul 

fenomena hukum yang tidak sesuai dengan perundang undangan lebih 

khususnya di dalam Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 

2014 Tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor. 

Berdasarkan uraian diatas , maksud penelitian ini dilaksanakan 

untuk mengetahui pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan 

dan aturan pelaksana yang mengatur tentang uji kelaikan kendaraan 

bermotor oleh Dinas Perhubungan apakah sudah mampu memberikan 

perlindungan terhadap keselamatan penumpang. Bertitik tolak dari uraian 

yang dikemukakan diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian dan menuangkannya dalam suatu penulisan hukum dengan judul 

: “ Efektivitas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2014 

tentang Penyelenggaraan pengujian Kendaraan Bermotor ? 

B. Rumusan masalah 

Dari pemandangan dan pemikiran latar belakang di atas maka dapat dilihat 

permasalahannya adalah : 

1. Bagaimana efektivitas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 

Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan pengujian Kendaraan 

Bermotor ? 

2. Bagaimana kendala yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan dan 

Bagaimana solusinya? 

C. Tujuan penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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1. Untuk mengetahui efektivitas Peraturan Daerah Kota Magelang 

Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pengujian 

Kendaraan Bermotor 

2. Untuk mengetahui serta menganalisis kendala apa saja yang 

dihadapi dalam proses Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 

Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan 

Bermotor dan solusi penyelesaiannya 

D. Manfaat penelitian  

1. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini diharpkan dapat memberikan 

sumbangan pemikiran bagi kita semua, dan menjadi masukan dan 

perbaikan untuk lebih mengawasi dalam proses pelaksanaan uji 

kelayakan Kendaraan Bermotor.  

2. Manfaat praktis 

Untuk kepentingan akademik dan hasil penelitian ini 

diharpkan dapat menembah pengetahuan peneliti sendiri dan 

diharapkan dapat dimanfaatkan untuk memberikan informasi dan 

gambaran kepada masyarakat pada umumnya yang memiliki 

kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan yang berlaku , tidak 

menggunakan kecurangan  ,dan melaporkan pada instansi terkait 

apabila itu terjadi agar benar benar bersih dan bebas adanya 

kecurangan.  

E. Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan 

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis 

sosiologis artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata 

masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk 

menemukan fakta (fact-finding), yang kemudian menuju pada identifikasi 
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(problem-identification) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian 

masalah (problem-solution). Jadi secara yuridis pelaksanaan uji kelaikan 

kendaraan bermotor dikaitkan dengan Peraturan Daerah Kota Magelang  

Nomor 9 Tahun 2014 kemudian secara sosiologis dikaitkan dengan 

keadaan nyata di masyarakat. Serta harapan peneliti, agar hasil dari 

penelitian ini nantinya dapat bermanfaat bagi para pemilik kendaraan 

untuk melakukan praktek Uji Kir agar nanti nya tidak lagi ditangani oleh 

oknum pelaku yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan 

kesempatan terhadap pemilik kendaraan seperti terjadinya berbagai 

kecurangan di dalam Uji kelaikan kendaraan. Peneletian ini juga 

diharapkan agar dapat meluruskan kembali ketegakkan aturan yang sudah 

di atur di dalam Peraturan Daerah Kota Magelang nomor 9 Tahun 2014 

Tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor untuk tidak 

melenceng dari aturan tersebut sehingga kedepan nya tidak lagi terjadi 

kecurangan dalam melakukan Uji Kelaikan Kendaraan Bermotor terutama 

bagi kendaraan umum yang bertanggung jawab atas penumpangnya yang 

benar-benar menjamin perlindungan dan keselamatan penumpang dari 

kecelakaan. 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah Tempat Uji Kir 

Dinas Perhubungan Kota Magelang . Dalam hal ini peneliti menganggap 

bahwa di dalam pelaksanaan uji kelaikan kendaraan bermotor yang 

dilakukan di Tempat Uji Kir terdapat permasalahan yang yang tidak sesuai 
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dengan peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Daerah Kota 

Magelang Nomor 9 Tahun 2014 dimana terjadi penyimpangan ataupun 

kecurangan dalam pelaksanaan uji kendaraan seperti tidak layaknya suatu 

kendaraan yang diujikan akan tetapi bisa lolos dan dapat mengikuti Uji Kir 

serta mendapatkan sertifikasi laik jalan dan juga terdapat oknum yang 

turut serta membantu dalam pelaksanaan uji kelaikan kendaraan sehingga 

kendaraan tersebut mendapatkan surat laik jalan. Sehingga dalam hal 

pelaksanaan uji kendaraan tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Daerah 

Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan pengujian 

kendaraan bermotor dimana dalam Peraturan Daerah Kota Magelang 

Nomor 9 Tahun 2014 tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah 

sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraan Pengujan Kendaraan 

Bermotor , untuk meningkatkan kualitas kinerja Kendaraan Bermotor dan 

memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat 

diwujudkan keselamatan sarana yang lebih baik . 

3. Jenis Data 

Adapun jenis dan sumber data yang akan dipergunakan dalam 

penulisan hukum ini terbagi atas 2 bahan hukum yaitu : 

a) Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber asli. 

Sumber asli disini diartikan sebagai sumber pertama darimana data 

tersebut diperoleh. Data penelitian tersebut diperoleh secara langsung dari 
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tempat penelitian di Tempat Uji Kir Dinas Perhubungan Kota Magelang 

dengan cara wawancara, observasi ,dan sumber data lain dari responden 

masyarakat atau orang yang melakukan uji kelaikan kendaraan bermotor. 

Data primer yang dicari adalah bagaimana pelaksanaan uji kendaraan 

bermotor ditinjau dari Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 

2014 serta kendala apa saja yang dihadapi pihak UPT Balai Uji Kir Dinas 

Perhubungan dalam mengatasi / meminimalisir praktek terkait dalam 

proses pelaksanaan uji kelaikan kendaraan bermotor.  

b). Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia sehingga 

tinggal mencari dan mengumpulkan data-data atau masukan-masukan 

sekitar maslah objek yang dikaji melalui penelitian yang bersumber pada 

literatur, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain yang ada 

hubungannya dengan masalah yang hendak dibahas. Data Sekunder 

diambil dari buku-buku dan karya tulis dari kalangan ahli hukum yang 

berkaitan dengan masalah yang diangkat pada penelitian yaitu pelaksanaan 

uji kelaikan kendaraan bermotor.  

c). Data Tersier  

Jenis data mengenai pengertian baku atau istilah yang digunakan 

dalam penelitian tersebut yang diperoleh dari kamus, ensiklopedia dan 

lain-lain. 
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4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi Studi Lapangan 

 Melakukan pengamatan secara langsung ke lapangan tempat 

instansi terkait terhadap bagaimana tata cara pelaksanaan uji kendaraan 

bermotor dengan melihat segi pelaksanaan nya yang sesuai dengan 

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2014 Tentang 

Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor 

b. Wawancara 

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan dokumentasi dari pihak 

Balai Uji Kir Dinas Perhubungan Kota Magelang dan juga kepada 

masyarakat sebagai peserta uji dengan maksud menguatkan data dan 

memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai permasalahan yang 

ada. Wawancara bertujuan untuk memperoleh informasi lebih mendalam 

secara langsung dari pihak yang dinilai berkompeten dalam memberikan 

penjelasan mengenai pemenuhan tidak atau layak nya kendaraan yang di 

uji untuk mendapatkan sertifikasi surat laik jalan.  

c. Dokumentasi  

Teknik pengumpulan data yang diperoleh sesuai dengan tempat 

penelitian dengan cara pengambilan foto, struktur organisasi dan profil 

mengenai objek peneltian yang diperoleh untuk menunjang penelitian 

tersebut.  
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d. Studi Pustaka  

Teknik pengumpulan data yang diperoleh dari bahan penulisan 

melalui buku,literatur yang menunjang penelitian tersebut. 

5. Teknik Analisa Data 

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu suatu 

pembahasan yang dilakukan dengan cara memadukan antara penelitian 

kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan yang 

dilakukan adalah membandingkan peraturan-peraturan, ketentuan-

ketentuan, dan buku referensi, serta data yang diperoleh, kemudian 

dianalisis secara kualitatif yang akan memberikan gambaran menyeluruh 

tentang aspek hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan 

diteliti. Penulis tidak menggunakan angka dan tidak dilakukan pengukuran 

sehingga data yang diperoleh bersifat deskriptif. 

F. Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran mengenai isi penelitian maka penulis 

menyusun bab-bab yang terdiri dari empat bab, yang mana hubungan 

antara bab saling terkait dan merupakan satu kesatuan. Sistematika 

penulisan nya adalah sebagai berikut : 

1. Bab I adalah Pendahuluan membahas tentang latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian. 
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2. Bab II adalah Tinjauan Pustaka/Kerangka Teori, yang memuat : 

pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor di Dinas Perhubungan  

Persyaratan pengujian berkala dan sistem mekanisme prosedur 

pelaksanaan Pengujian Kendaraan beserta sanksi dan pelanggarannya 

sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas 

Angkutan Jalan dan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 

2014 tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor. 

3. Bab III adalah Penelitian dan pembahasan, yang memuat : proses 

pelaksanaan Uji Kendaraan Berkala Kendaraan Bermotor harus sesuai 

dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor dan serta menganalisis 

solusi-solusi terkait dengan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan 

uji kelaikan kendaraan sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan 

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor di Balai Uji Kir Dinas 

Perhubungan Kota Magelang 

4. Bab IV adalah penutup, yang memuat : kesimpulan dan saran atas 

seluruh penelitian yang sudah di lakukan oleh penulis terkait dengan 

permasalahan yang di teliti. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Penelitian Terdahulu  

Penelitian ini tidak terlepas dari penelitian terdahulu, penelitian 

terdahulu sangatlah penting sebagai pijakan dasar dalam penyusunan 

penelitian, kegunaannya adalah untuk mengetahui hasil yang telah 

dilakukan oleh peneliti terdahulu. Penelitian yang telah dilakukan oleh 

peneliti terdahulu dan perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti tulis 

dalam penelitian ini yaitu : 
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TINJUAN PUSTAKA 

1) Penelitian Terdahulu  

N
o
 

Judul dan Nama Peneliti Rumusan masalah 

Metode 

penelitian 

Hasil penelitian 

1. PERAN DAN 

TANGGUNG JAWAB 

DISHUB (DLLAJR) 

DALAM PENEGAKAN 

UNDANG-UNDANG 

NOMOR 22 TAHUN 2009 

LALU LINTAS DAN 

ANGKUTAN JALAN 

 

1.. Peran Dinas 

Perhubungan (DLLAJR) 

dalam Pelaksanaan dan 

Penegakan 

Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 2009 tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan 

Jalan ? 

2. Kendala dan Solusi yang 

Yuridis; 

Empiris 

Pokok masalah penelitian ini adalah pokok yang berkaitan dengan operasi 

angkutan umum, yaitu pemakai jasa (user), operator (pemilik kendaraan), 

regulator (pemerintah), dan perangkat hukum (law enforcment).7 

Berdasarkan keempat komponen tesebut dibutuhkan 

sinergiritas antara para pihak untuk mewujudkan sistem transportasi yang 

sesuai dengan tujuan perwujudan sistem Lalu Lintas yang aman, tertib, dan 

lancar,termasuk pula di lingkup Terminal atau angkutan Jalan 

Inti persoalan, Pertama, peran dan kewenangan Dinas Perhubungan dalam 

penegakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 
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Nama: AYU WIDAWATI 

Nim : C 100110025 

JURUSAN FAKULTAS 

HUKUM UNIVERSITAS 

MUHAMMADIYAH 

SURAKARTA 

2016 

Dihadapi Dinas 

Perhubungan (DLLAJR) 

dalam Penegakan Undang-

undang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan ? 

Angkutan Jalan adalah sebagai pelaksana teknis undang-undang. Sehingga 

segala tindakan yang dimiliki dan dilakukan oleh Dinas Perhubungan 

dalam penegakan lalu lintas dan angkutan jalan harus berdasarkan dan 

sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Sedangkan 

kewenangan Dinas Perhubugan dalam lingkup Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan di Terminal adalah kewenangan penuh yang dimiliki Dinas 

Perhubungan berdasarkan otonomi daerah yang diatur dalam Peraturan 

Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2011 tentang 

Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Adanya otonomi daerah 

tersebut secara mutlak Dinas Perhubungan dapat melakukan tindakan apa 

saja yang berkaitan dengan lalu lintas dan angkutan jalan di lingkup 

Terminal. 

Kedua, kedudukan Dinas Perhubungan dalam Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan adalah sebagai traffic management (lembaga pengatur dan perencana 
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lalu lintas), dan traffic engineering (pelaksana rekayasa lalu lintas). 

Kedudukan Dinas Perhubungan sebagai traffic management (lembaga 

pengatur dan perencana lalu lintas) adalah penyusun, dan perencana 

terwujudnya sistem lalu lintas yang aman, tertib, lancar. Sebagai traffic 

engineering (pelaksana rekayasa lalu lintas) Dinas Perhubungan adalah 

perancang, perencana, dan operasional lalu lintas baik di jalan, terminal 

atau pun segala hal yang berkaitan dengan pengaturan lalu lintas angkutan 

jalan, rekayasa lalu lintas yang dilakukan Dinas Perhubungan. Kegiatan 

operasional dan/atau pengaturan sistem lalu lintas dan angkutan jalan itulah 

salah satu peran Dinaas Perhubungan sebagai salah satu upaya operasional 

yang dapat dilakukan Dinas Perhubungan dalam penegakan sisitem lalu 

lintas.Ketiga,kewenanganmenindak pelanggaran lalu lintas yang dapat 

dilakukan Dinas Perhubungan di jalan, dimana harus dengan 

pendampingan dan koordinasi Kepolisian menjadi masalah tumpang tindih 
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kewenangan Dinas Perhubungan dalam melakukan penindakan di jalan. 

Sering kali dalam melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas di jalan 

bersama polisi Dinas Perhubungan hanya sebagai pendamping polisi. 

Karena jika tidak ada pelanggaran yang memerlukan pemeriksaan oleh 

Dinas Perhubungan, Dinas Perhubungan hanya berada bersama polisi saja 

sebagai penunjuk adanya pelanggran lalu lintas. Hal ini karena kedudukan 

Dinas Perhubungan sebagai pelaksana teknis undang-undang saja yang 

menyebabkan peran Dinas Perhubungan dalam penindakan lalu lintas 

menjadi minoritas. Solusinya untuk Dinas Perhubungan sebagai sarana 

untuk melakukan penegakan lalu lintas dapat dilakukan oleh penyidik 

PPNS Dinas Perhubungan yang telah diberi kewennagan khusus oleh 

Undang-undang untuk dapat melakukan penindakan atas pelanggran lalu 

lintas dengan melakukan koordinasi dan pendampingan Kepolisian 

2. SKRIPSI STUDI a) Peranan UPT Deskriptif Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Studi tentang 
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TENTANG PELAYANAN 

DAN PENGUJIAN 

KELAIKAN 

KENDARAAN 

BERMOTOR DI UPT. 

PENGUJIAN 

KENDARAAN 

BERMOTOR DINAS 

PERHUBUNGAN KOTA 

SAMARINDA 

Nama:DANIEL 

FAKULTAS ILMU 

SOSIAL DAN ILMU 

Pengujian Kendaraan 

Bermotor Kota Samarinda 

dalam memberikan 

pelayanan dan pengujian 

kelayakan kendaraan 

bermotor di UPT Pengujian 

? 

 

b) Kendala-kendala 

yang dihadapi 

Pegawai UPT.PKB 

dalam pelayanan 

dan 

Pengujian Kelaikan 

Kualitatif Pelayanan dan Pengujian Kelaikan Kendaraan Bermotor di Kantor UPT. 

Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Samarinda dan untuk mengetahui 

kendala-kendala yang dihadapi oleh pegawai dalam pelayana dan pengujian 

kelaikan kendaraan bermotor di kantor UPT. Pengujian Kendaraan 

Bermotor Kota Samarinda. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 

cara library research dan field work research. Sumber data diperoleh 

dengan menggunakan teknik porposive sampling dan eksidental sampling. 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis 

data deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa 

secara keseluruhan Pelayanan dan Pengujian Kelaikan Kendaraan 

Bermotor oleh UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan 

Kota Samarinda telah berjalan secara maksimal hal ini berdasarkan 

penelitian yang dilakukan diketahui bahwa pada pelayanan administrasi 

telah berjalan dengan baik, walaupun tingkat kedisiplinan pegawai yang 
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POLITIK  UNIVERSITAS 

MULAWARMAN 

SAMARINDA , 

KALIMANTAN TIMUR 

Kendaraan Bermotor di 

UPT Pengujian Kendaraan 

Bermotor Dinas 

Perhubungan Kota 

Samarinda ? 

masih kurang juga menghambat pelayanan prima dalam Pelayanan 

Pengujian Kelaikan Kendaraan Bermotor, demikian pula dengan kendala-

kendala yang menghambat pelayanan administrasi dan pelayanan 

fisik/teknik kendaraan bermotor, seperti peralatan yang terkadang rusak 

dan lain sebagainya.Dalam proses pelayanan dan pengujian kelaikan 

kendaraan bermotor yang dilakukan oleh unit pegawai dan penguji 

kendaraan bermotor adanya informasi secara cepat dan terbuka kepada 

masyarakat sehingga masyarakat memperoleh kejelasan dan kepuasan 

dalam pelayanan dan pebgujian kendaraan bermotor, diperlukan perawatan 

rutin terhadap komputer dan alat penguji kendaraan bermotor, diharapkan 

pegawai dapat disiplin dalam memberikan pelayanan agar pelayanan dan 

pengujian kelaikan kendaraan bermotor dapat berjalan maksimal. 
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3.  

Studi Kualitas Pelayanan 

Pengujian Kendaraan 

Bermotor Di Dinas 

Perhubungan Komunikasi 

dan Informatika Kota 

Semarang  

Nama:  

 Afrizal, Endang Larasati, 

Dyah Hariani 

Jurusan Administrasi 

Publik  

Fakultas Ilmu Sosial dan 

1. Untuk 

mendiskripsikan 

kualitas pelayanan 

perizinan Pengujian 

Kendaraan 

Bermotor (KIR) di 

Dinas Perhubungan 

Komunikasi dan 

Informatika Kota 

Semarang.  

2. Untuk 

mengidentifikasi 

dimensi apa saja 

yang menjadi faktor 

Kualitatif 

Deskriptif. 

Dalam penelitian ini terdapat dua tujuan, yaitu mengetahui kualitas 

pelayanan dan indikator yang mempengaruhi kualitas pelayanan di Dinas 

Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Semarang. Untuk 

mengetahui dua tujuan tersebut di Dinas Pehubungan Komunikasi dan 

Informatika Kota Semarang terdapat lima dimensi yang disampaikan 

Zaithaml dkk, diantaranya Tangible (Bukti langsung), Reliability 

(Keandalan), Responsiveness (Daya tanggap), Asurance (Jaminan), dan 

Emphathy (Empati)  

1. Tangible (Bukti langsung) 

 a. Peralatan Pengujian Kendaraan peralatan pengujian cukup baik, karena 

perlengkapan pengujian kendaraan lengkap, namun demikian, saat ini 

terdapat beberapa alat pengujian yang rusak.  

b. Papan Prosedur  

Dinas Pehubungan Komunikasi dan Informatika Kota Semarang sudah 
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Ilmu Politik  

Universitas Diponegoro 

penghambat dan 

pendukung 

pelayanan perijinan 

Pengujian 

Kendaraan 

Bermotor (KIR) di 

Dinas Perhubungan 

Komunikasi dan 

Informasi Kota 

Semarang. 

 

terdapat papan prosedur pengujian kendaraan, papan prosedur ini dalam 

kondisi baik dan dipasang di dua tempat.  

c. Fasilitas Pendukung Lain  

Fasilitas pendukung lain yang sudah disediakan yaitu lahan parkir, ruang 

tunggu, mushola, kamar mandi, dan website Dinas Pehubungan 

Komunikasi dan Informatika Kota Semarang, namun untuk website saat ini 

dalam kondisi tidak terurus. Dengan demikian, untuk bukti langsung 

(Tangible) dalam pelayanan pengujian kendaraan di Dinas Pehubungan 

Komunikasi dan Informatika Kota Semarang sudah baik namun terdapat 

beberapa hal yang harus diperhatikan, diantara peralatan yang rusak dan 

website yang tidak pernah di update.  

2. Reliability (Keandalan) dalam penelitian ini yaitu cukup baik karena 

tanggung jawab petugas dan ketepatan waktu dalam melayani kurang tepat 

waktu akibat kurangnya SDM penguji.  
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a. Tanggungjawab  

Di Dinas Pehubungan Komunikasi dan Informatika Kota Semarang, antara 

jumlah pegawai dan jumlah orang yang harus dilayani tidak 

sebanding.Karena kekurangan SDM akibatnya terjadi dua alat uji yang 

dikendalikan satu orang.  

b. Ketepatan Waktu Pengujian  

Kurangnya sumber daya manusia dalam hal pengujian kendaraan 

menyebabkan dua alat uji dikendalikan satu orang, hal ini menyebabkan 

waktu pengujian kendaraan lebih lama dari seharusnya, padahal sudah 

terdapat aturan mengenai waktu pengujian kendaraan.Selain kurang, SDM 

yang ada saat ini sebagian besar usianya sudah tua, sehingga 

produktifitasnya pun juga tidak maksimal. Untuk kualifikasi, pegawai pasti 

qualified, karena untuk menjadi pegawai di Dinas Perhubungan harus 

melalui sekolah khusus dari Kementrian Perhubungan.  
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3. Responsiveness (Daya tanggap) dalam penelitian ini yaitu baik, karena 

meliputi dua hal, yaitu mengenai sikap petugas dalam menyampaikan 

informasi dan penyampaian keluhan apabila masyarakat merasa tidak puas 

dengan pelayanan yang diberikan  

4. Asurance (Jaminan) dalam penelitian ini yaitu kurang baik karena 

meliputi kepastian kendaraan yang diuji dan kepastian biaya yang harus 

dibayarkan oleh masyarakat. Namun masih ada beberapa hal yang 

membuat jaminan pengujian kendaraan yang diuji kurang baik.  

a. Jaminan Kendaraan yang Diuji Petugas telah menjalankan Standard 

Operational Procedure (SOP) yang ada. Terdapat beberapa hambatan dalam 

menjalankan SOP yaitu pertumbuhan jumlah kendaraan yang pesat, 

kurangnya SDM penguji kendaraan, dan terdapat alat penguji kendaraan 

yang rusak. Ketiga hal ini menyebabkan jaminan layak uji kurang.  

b. Jaminan Biaya  
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Biaya yang dipungut dalam pengujian kendaraan bermotor yaitu 

berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang No. 02 tahun 2012 tentang 

Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang, selain itu mengenai jumlah biaya 

yang akan dipungut juga telah diinformasikan melalui banner yang 

dipasang di depan loket.  

5. Emphathy (Empati) dalam penelitan iniyaitu baik karena petugas di 

Dinas Pehubungan Komunikasi dan Informatika Kota Semarang dianggap 

baik, ramah, sopan dan responsif terhadap berbagai pertanyaan yang 

disampaikan masyarakat. Selain hal tersebut di atas, adanya SMS aduan 

sangat memudahkan masyarakat dalam berkomunikasi ketika 

membutuhkan berbagai informasi mengenai pelayanan yang diberikan 

Dinas Pehubungan Komunikasi dan Informatika Kota Semarang.  

Berdasarkan hasil penelitian dapat di simpulkan bahwa kelima dimensi – 

dimensi kualitas pelayanan di Dinas Perhubungan Komunikasi dan 
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Informatika Kota Semarang cukup baik, karena empat dimensi 

menunjukkan cukup baik, dan satu dimensi kurang baik. Jadi kualitas 

pelayanan di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota 

Semarang cukup baik.  

Untuk faktor penghambat dalam kualitas pelayanan pengujian kendaraan 

bermotor di Dinas Perhubungan komunikasi dan Informatika Kota 

Semarang yaitu Tangible (bukti langsung) berupa peralatan yang rusak dan 

sarana pendukung websaide dan Asurance (jaminan) tentang jaminan 

kendaraan yang diuji adanya kerusakan peralatan pengujian kendaraan, 

kurangnya SDM penguji, dan pertumbuhan jumlah kendaraan yang 

semakin pesat. 
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B. Landasan Konseptual 

A. Pengertian Pemerintah Daerah 

 

Republik Indonesia adalah sebuah negara yang 

diprolamasikan pada tanggal 17 Agustus Tahun 1945. Negara ini 

lahir dari perjuangan bangsa Indonesia yang bertekad mendirikan 

negara kesatuan. Wilayahnya mencakup Sabang sampai Merauke, 

yang sebelumnya di kuasai oleh Belanda. Melalui pejuangan 

revolusioner berdirilah negara merdeka yang bernama Republik 

Indonesia. Sebagai sebuah ngara, Republik Indonesia memiliki 

Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 

1945 kerangka kenegaraan dan sistem pemerintahan Republik 

Indonesia diatur. 

Dalam UUD 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia 

adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Ditegaskan pula 

Indonesia adalah negara hukum yang berkedaulatan rakyat. Dengan 

demikian, negara Indonesia adalah negara konsitusi, bersendikan 

demokrasi, dan berbentuk republik kesatuan. Untuk 

menyelenggarakan negara Indonesia, dibentuk lembaga tertinggi 

negara antaralain lembaga legislatif, lembaga eksekutif, lembaga 

yudikatif, dan lembaga pemeriksa keuangan. 

Lembaga legislatif terdiri dari atas Dewan Perwakilan Rakyat 

dan Dewan Perwakilan Daerah yang gabungan keudanya 

membentuk MPR. Namun, mengingat wilayah negara Indonesia 
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sangat besar dengan rentang geografi yang luas dan kondisi sosoal 

budaya yang beragam, UUD 1945 kemudian mengatur perlunya 

pemerintahan daerah. Pasal 18 UUD 1945 menegaskan bahwa 

negara Indonesia dibagi dalam daerah (provinsi) dan 

daerahkecil(kabupaten/kota dan desa) yang bersifat otonom, 

dengan mempertimbangkan asal-usul daerah yang bersangkutan 

sebagai ke istimewaan. 

Dengan demikian, dalam sistem pemerintahan Negara 

Republik Indonesia adanya pemerintahan daerah merupakan 

ketentuan konsitusi yang harus di wujudkan (Nurcholis, Teori Dan 

Praktek Pemberitaan Dan Otonomi Daerah , 2005). Pemerintah 

daerah juga memiliki pengertian pemerintahan juga antara lain 

pengertian pemerintah adalah sistem untuk menjalankan wewenang 

dan kekuasaan dalam mengatur kehidupan sosial, ekonomi dan 

politik, satu negara atau bagian-bagiannya. Pengertian Pemerintah 

sendri adalah sekelompok orang yang secara bersama-sama 

memikul tanggung jawab terbatas, untuk menggunakan kekuasaan. 

Pemerintah juga bisa diartikan sebagai penguasa satu negara 

atau badan tertinggi yang memerintah suatu negara. Pemerintah 

merupakan kemudi dalam bahasa latin asalnya Gubernaculum. 

Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kewenangan untuk 

membuat kebijakan dalam bentuk ( penerapan hukum dan undang-

undang) di kawasan tertentu. Kawasan tersebut adalah wilayah 

http://sistempemerintahan-indonesia.blogspot.com/
http://sistempemerintahan-indonesia.blogspot.com/
http://sistempemerintahan-indonesia.blogspot.com/
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yang berada di bawah  kekuasaan  mereka.  Pemerintah  berbeda  

dengan pemerintahan. Pemerintah merupakan organ atau alat 

pelengkap jika dilihat dalam arti sempit pemerintah hanyalah 

lembaga eksekutif saja. 

Sedangkan arti pemerintahan dalam arti luas adalah semua 

mencakup aparatur negara yang meliputi semua organ-organ, 

badan atau lembaga, alat kelengkapan negara yang menjalankan 

berbagai aktivitas untuk mencapai tujuan negara. Lembaga negara 

yang dimaksud adalah lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, 

pengertian pemerintah arti luas adalah mencakup aparatur negara 

yang meliputi semua organ-organ, badan-badan atau lembaga-

lembaga, alat perlengkapan negara yang melaksanakan berbagai 

kegiatan untuk mencapai tujuan negara. 

Dalam atri luas pengertian pemerintahan adalah segala 

kegiatan yang terorganisir yang bersumber pada kedaulatan dan 

kemerdekaan, berlandaskan pada dasar negara, rakyat atau 

penduduk dan wilayah negara itu demi tercapainya tujuan negara. 

C.F Strong mendefinisikan pemerintahan dalam arti luas sebagai 

segala aktivitas badan-badan publik yang meliputi kegiatan 

legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam usaha mencapai tujuan 

negara. Sedangkan pemerintahan dalam arti sempit adalah segala 

kegiatan badan-badan publik yang hanya meliputi kekuasaan 

eksekutif. 

http://sistempemerintahan-indonesia.blogspot.com/
http://sistempemerintahan-indonesia.blogspot.com/
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Pemerintahan dalam arti sempit adalah semua aktivitas, 

fungsi, tugas dan kewajiban   yang   dijalankan   oleh   lembaga    

untuk mencapai tujuan negara. Pemerintah dalam arti luas adalah 

semua aktivitas yang terorganisasi yang bersumber pada kedaulatan 

dan kemerdekaan, berlandaskan pada dasar negara, rakyat, atau 

penduduk dan wilayah negara itu demi tercapainya tujuan negara. 

Pemerintahan juga dapat didefinisikan dari segi struktural 

fungsional sebagai sebuah sistem struktur dan organisasi dari 

berbagai dari berbagai macam fungsi yang dilaksanakan atas dasar-

dasar tertentu untuk mencapai tujuan negara.
 

Pengertian pemerintahan pusat, penyelenggara pemerintahan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni Presiden dengan 

dibantu seorang Wakil Presiden dan oleh menteri-menteri negara. 

Dengan kata lain, Pemerintahan pusat adalah pemerintahan secara 

nasional yang berkedudukan di ibu kota Negara Republik 

Indonesia. Pemerintahan Daerah sendiri adalah penyelenggaraan 

urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah. 

DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan 

prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara 

Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 

1945. Pemerintah Daerah dan DPRD adalah penyelenggara 

Pemerintahan Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 

dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip 

http://sistempemerintahan-indonesia.blogspot.com/
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Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah daerah adalah gubernur, 

bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah 

B. Asas Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

 

Undang-undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, 

telah menetapkan beberapa asas penyelenggaraan negara yang 

bersih tersebut. Asas umum penyelenggaraan negara berdasarkan 

Undang-Undang No.28 Tahun 1999, meliputi asas kepastian 

hukum, asas tertib penyelenggaran negara, asas keterbukaan, asas 

proporsionalitas, dan asas akuntabilitas. Asas kepastian hukum, 

adalah asas  dalam negara hukum yang mengutamakan landasan 

peraturan perundang- undangan, kepatutan, dan keadilan dalam 

setiap kebijakan penyelenggaraan negara. (Siswanto, Hukum 

Pemerintahan Indonesia , hal. 34) 

Asas kepastian hukum mempunyai dua aspek, yang satu lebih 

bersifat hukum material, yang lain bersifat formal. Aspek hukum 

material terkait erat dengan asas kepercayaan. Dalam banyak 

keadaan asas kepastian hukum menghalangi badan pemerintahan 

untuk menarik kembali suatu keputusan atau mengubahnya untuk 

kerugian yang berkepentingan. Dengan kata lain, asas ini 

menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang 
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berdasarkan suatu keputusan pemerintah, meskipun keputusan itu 

salah. Jadi demi kepastian hukum, setiap keputusan yang 

dikeluarkan oleh pemerintah tidak untuk dicabut kembali. 

Adapun aspek yang bersifat formal dari asas kepastian hukum 

membawa serta bahwa ketetapan yang memberatkan dan ketentuan 

yang terkait pada ketetapan-ketetapan yang menguntungkan, harus 

disusun dengan kata-kata yang jelas. Asas kepastian hukum 

memberi hak kepada yang berkepentingan untuk mengetahui 

dengan tepat apa yang dikehendaki dari padanya. Unsur ini 

memegang peran misalnya pada pemberian kuasa surat-surat 

perintah secara tepat dan tidak mungkin adanya berbagai tafsiran 

yang dituju harus dapat terlihat, kewajiban-kewajiban apa yang 

dibebankan kepadanya. 

Asas tertib penyelenggaraan negara, adalah asas yang 

menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam 

pengendalian penyelenggaraan negara.  

Asas keterbukaan, adalah asas yang membuka dri terhadap 

hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan 

tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap 

memperhatikan perlindungan atas kah asasi pribadai, golongan, dan 

rahasia negara. 

Asas proporsinalitas, adalah asas yang mengeutamakan 

keseimbangan antara hak asasi pribadi, dan kewajiban 
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penyelenggara negara, asas proporsinalitas sendiri juga diartikan 

sebagai asas yang meletakkan segala kegiatan sesuai konteks dan 

tujuan kegiatan yang dilakukan oleh warga negara, institusi, 

maupun aparatur pemerintahan yang dilandasi oleh etika 

individual, etika sosial, dan etika institusional.
  

Asas propesionalitas, adalah asas yang mengutamakan 

keahlian yang berlandaskan kompetensi, kode etik dan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Profesionalitas bersasal dari kata profesi yang berartikan 

suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian atau 

keterampilan dari pelakunya. Profesi itu pada hakikatnya adalah 

suatu pernyataan atau suatu janji terbuka, bahwa seseorang akan 

mengabdikan dirinya kepada suatu jabatan atau pekerjaan dalam 

arti biasa, karena orang tersebut merasa terpanggil untuk menjabat 

pekerjaan itu. Pendapat Syafruddin bahwa profesional menyangkut 

itumenyangkut tiga hal,yaitu bersangkutan dengan profesi 

memerlukan kepandaian khusus, mengharuskan adanya 

pembayaran untuk melakukan. 

Profesionalisme adalah kondisi, arah, nilai, tujuan, serta 

kualitas suatu keahliandan kewenamgan yang berkaitan dengan 

mata pencaharian seseorang. Asas akuntabilitas, adalah asas yang 

menentukan bahwaa setiap kegiatan penyelenggaraan negara harus 

dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat 
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sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlau. 

Akuntabilitas sendri adalah sebuah konsep etika yang dekat 

dengan administrasi publik pemerintahan lembaga eksekutif 

pemerintah, lembaga legislatif parlemen dan lembaga yudikatif 

kehakiman yang mempunyai beberapa arti antara lain, hal ini sering 

digunakan secara sinonim dengan konsep-konsep seperti yang 

dapat dipertanggungjawabkan responsibility yang dapat 

dipertanyakan answerability, yang dapat dipersalahkan 

blameworthiness dan yang mempunyai ketidakbebasan liability 

termasuk istilah lain yang mempunyai keterkaitan dengan harapan 

dapat menerangkannya. 

Salah satu aspek dari administrasi publik atau pemerintahan, 

hal ini sebenarnya telah menjadi pusat-pusat diskusi yang terkait 

dengan tingkat problembilitas di sektor publik, perusahaan nirlaba, 

yayasan dan perusahaan-perusahaan. Dalam peran kepemimpinan, 

akuntabilitas dapat merupakan pengetahuan dan adanya 

pertanggung jawaban tehadap tiap tindakan, produk, keputusan dan 

kebijakan termasuk pula di dalamnya administrasi publik 

pemerintahan, dan pelaksanaan dalam lingkup peran atau posisi 

kerja yang mencakup di dalam mempunyai suatu kewajiban untuk 

melaporkan, menjelaskan dan dapat dipertanyakan bagi tiap-tiap 

konsekuensi yang sudah dihasilkan. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah
http://id.wikipedia.org/wiki/Parlemen
http://id.wikipedia.org/wiki/Kehakiman
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Akuntabilitas merupakan istilah yang terkait dengan tata 

kelola pemerintahan sebenarnya agak terlalu luas untuk dapat 

didefinisikan. akan tetapi hal ini sering dapat digambarkan sebagai 

hubungan antara yang menyangkut saat sekarang ataupun masa 

depan, antar individu, kelompok sebagai sebuah 

pertanggungjawaban kepentingan merupakan sebuah kewajiban 

untuk memberitahukan, menjelaskan terhadap tiap-tiap tindakan 

dan keputusannya agar dapat disetujui maupun ditolak atau dapat 

diberikan hukuman bilamana diketemukan adanya penyalahgunaan 

kewenangan. 

Asas-asas penyelenggaran pemerintah menurut Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004, juga mencantumkan tiga asas lagi 

yakni asas kepentingan umum, asas efektif dan asas efisien. 

Dengan juga, menggunakan asas dekonsentrasi, asas desentralisasi, 

dan asas pembantuan antara lain : 

Asas kepentingan umum, adalah asas yang berdasarkan pada 

wewenang negara untuk melindungi dan mengatur kepentingan 

dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini negara dapat 

menyesuaikan diri dengan semua keadaan dan peristiwa yang 

bersangkutan dengan kepentingan umum. 

Jadi hukum tidak terkait dengan batas-batas wilayah suatu 

negara. Asas ini diperlukan untuk masyarakat bahwa peristiwa 

yang menjadi beban buat masyarakat setempat itu untuk menjadi 
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kepenringan bersama untuk mengatur dan melindungi setiap 

peristiwa yang sudah terjadi. Tujuan asas kepentingan umum 

adalah utnuk mewujudkan suatu ketertiban, keamanan, dan 

kenyamanan seluruh masyarakat untuk bisa menjadi warga negara 

yang baik. Penggunaan prinsip dari asas kepentingan umum ini 

adalah ingin memberikan suatu apresiasi kepada masyarakat untuk 

menjalankan hukum yang sudah diberikan, tetapi hukuman yang 

dilakukan juga tidak akan terikat dengan apa yang sudah diberikan 

oleh suatu negara itu sendiri. Dan juga asas ini memiliki arti 

mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara aspiratif, 

akomodatif, dan selektif. 

Asas efektifitas, adalah asas yang berorientasi pada tujuan 

yang tepat guna dan berdaya guna, devenisi dari kata efektif adalah 

pencapaian atau pemilihan tujuan yang tepat dari beberapa 

alternatif. lainnya. Jadi, jika suatu kegiatan atau pekerjaan bisa 

selesai dengan pemilihan cara-cara yang sudah ditentukan, maka 

cara tersebut adalah benar atau efektif. Asas efisiensi, adalah asas 

yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya 

untuk mencapai hasil kerja yang terbaik, efisiensi juga merupakan 

suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya 

sumber/biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. 

Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintah 

oleh pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil 
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pemerintahan pusat dan atau kepada instansi vertical di wilayah 

tertentu. Dekondentrasi atau desentralisasi jabatan (ambtelike 

decentalosatie) Yaitu pelimpahan kekuasaan dari alat perlengkapan 

negara tingkatan lebih atas kepada bawahannya guna melancarkan 

pekerjaan di dalam melaksanakan tugas pemerintah. Misalnya 

pemilihan mentri kepda gubernur, dari gubernur kepada 

bupati/walikota dan setrusnya secara berjenjang. Desntralisasi yang 

semacam ini rakyat atau lembaga perwakilan rakyat daerah tidak 

ikut campur atau dibawa-bawa. (Nurcholis, Teori Dan praktek 

pemberitaan dan otonomi daerah, 2005, hal. 4) 

Asas Desentralisasi adalah pelimpahan wewenang 

pemerintahanoleh pemerintah pusat kepada daerah  otonomi  untuk 

mengatur  dan  mengurus  urusan pemerintahan dalam sistem 

kesatuan Negara RI. Desentralisasi ketatanegaraan atau 

(staatkunding decentralisatie) yang sering juga disebut sebagai 

desentralisasi politik, yaitu pelimpahan kekuasaan perundangan 

dan pemerintahan (regelende en bestuurende bevierheid) kepada 

daerah-daerah otonom di dalam lingkungannya. Di dalam 

desentralisasi politik semacam ini, rakyat dengan menggunamakan 

dan memanfaatkan saluran-saluran tertentu (perwakilan) ikut serta 

di dalam pemerintahan, dengan batas wilayah daerah masing-

masing. 

Dan desentralisasi dibedakan menjadi dua, desentralisasi 
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territorial (territorial decentralisatie) yaitu penyerahan kekuasaan 

untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendri 

(autonomie), batas pengaturannya adalah daerah.  

Desentralisasi teritorial mengakibatkan adanya otonomi pada 

daerah yang menerima penyerahan. Dan Desentralisasi fungsional 

(funcionale decentralisatie) yaitu pemilihan kekuasaan untuk 

mengatur dan mengurus fungsi terentu. Batas pengaturan tersebut 

adalah jenis fungsi. (Nurcholis, Teori Dan Praktek Pemberitaan 

Dan Otonomi Daerah, 2005, hal. 6) 

Di samping asas desentralisasi dan dekonsentrasi dalam 

penyelenggaraan pemerintah daerah di Indonesia juga di kenal 

medebewind, tugas pembantuan. Di Belanda medebewind diatrikan 

sebagai pembantu penyelenggaraan kepentingan- kepentingan dari 

pusat atau daerah-daerah yang tingkatannya lebih atas oleh 

perangkat daerah yang lebih bawah. Menurut Bagir Manan tugas 

pembantuan diberikan oleh pemerintah pusat atau pemerintah yang 

lebih atas kepada pemerintah daerah di bawahnya berdasarkan 

undang-undang. 

Oleh karena itu, medebewind sering disebut serta tantra/tugas 

pembantuan. Asas Tugas Pembantuan penugasan dari pemerintah 

pusat kepada daerah  dan atau desa, dari pemerintah provinsi ke 

pada kabupaten/kota dan atau desa serta dari pemerintah 

kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. 
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C. Tentang Peraturan Daerah 

1. Pengertian Peratturan Daerah 

Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan yang dibuat oleh kepala daerah 

provinsi maupun kepala daerah Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota, Hal 

ini adalah dalam ranah pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah yang 

menjadi legalitas perjalanan eksekusi pemerintah daerah. (FaridaIndratiMaria, 

Ilmu Perundang-undangan Cet 7 2007 Yogyakarta:Kanisius, hal. 202) 

 Peraturan daerah merupakan wujud nyata dari pelaksanaan otonomi 

daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan pada dasarnya peraturan daerah 

merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih 

tinggi, dengan melihat ciri khas dari masing-masing daerah. 

Kemandirian dalam berotonomi tidak berarti daerah dapat membuat 

peraturan perundang-undangan atau keputusan yang terlepas dari sistem 

perundang-undangan secara nasional. Peraturan perundang-undangan tingkat 

daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari kesatuan sistem perundang-

undangan secara nasional. Karena itu tidak boleh ada peraturan perundang-

undangan tingkat daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi tingkatnya atau kepentingan umum. (Manan, Sistem 

dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah, 1995, hal. 

8) 

Tujuan utama dari peraturan daerah adalah memberdayakan masyarakat 

dan mewujudkan kemandirian daerah, dan pembentukan peraturan daerah harus 
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didasari oleh asas pembentukan perundang-undangan pada umumnya antara lain; 

Memihak kepada kepentingan rakyat, menunjung tinggi hak asasi manusia, 

berwawasan lingkungan dan budaya. (Prof.H. Rozali Abdullah, Pelaksanaan 

Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Cet Ke 1, hal. 

131)  

Kemudian menurut UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-

undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan 

persetujuan Kepala Daerah. Jadi peraturan daerah merupakan suatu pemberian 

kewenangan (atribusian) untuk mengatur daerahnya dan peraturan daerah juga 

dapat dibentuk melalui pelimpahan wewenang (delegasi) dari peraturan 

perundang undangan diatasnya. Prinsip dasar penyusunan peraturan daerah antara 

lain sebagai berikut : 

1. Transparansi/keterbukaan 

2. Partisipasi 

3. Koordinasi dan keterpaduan. 

Rancangan peraturan daerah yang telah memperoleh kesepakatan untuk 

dibahas kemudian dilaporkan kembali kepada walikota oleh sekretaris daerah 

disertai dengan nota pengantar untuk walikota dari pimpinan DPRD. Proses 

pembahasan dilaksanakan berdasarkan peraturan tata tertib DPRD. Sebelum 

dilakukan pembahasan di DPRD, terlebih dahulu dilakukan penjadwalan oleh 

badan Musyawarah DPRD. Pembahasan pada lingkup DPRD sangat sarat dengan 

kepentingan politis masing-masing fraksi. Tim kerja dilembaga legislatif 
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dilakukan oleh komisi ( A s/d D). Proses pembahasan diawali dengan rapat 

paripurna DPRD dengan acara penjelasan walikota. Selanjutnya pandangan umum 

fraksi dalam rapat paripurna DPRD. Proses berikutnya adalah pembahasan oleh 

Komisi, gabungan Komisi, atau Panitia Khusus (pansus). Dalam proses 

pembahasan apabila DPRD memandang perlu dapat dilakukan studi banding ke 

daerah lain yang telah memiliki peraturan daerah yang sama dengan substansi 

rancangan peraturan daerah yang sedang dibahas. Dalam hal proses pembahasan 

telah dianggap cukup, selanjutnya pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna 

DPRD yang didahului dengan pendapat akhir Fraksi.  

Rancangan peraturan daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan 

kepala daerah selanjutnya disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada kepala 

daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Penyampaian rancangan 

peraturan daerah tersebut dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) 

hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. Penetapan rancangan peraturan 

daerah menjadi peraturan daerah tersebut dilakukan oleh kepala daerah dengan 

membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat tiga puluh hari 

sejak rancangan peraturan daerah tersebut. 

Proses pembahasan rancangan peraturan daerah pada hakikatnya mengarah 

pada ikhtiar musyawarah untuk mencapai mufakat. Pembahasan rancangan 

peraturan daerah tidak menyisakan ruang bagi voting karena memang kedudukan 

antara pemerintah daerah dan DPRD sederajat. Setiap pembahasan rancangan 

peraturan daerah menghendaki persetujuan bersama, sehingga karena masing-

masing pihak memiliki kedudukan yang seimbang, maka tidak mungkin putusan 
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dapat diambil secara voting. Persetujuan bersama menjadi syarat agar suatu 

rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah. 

Peraturan daerah yang telah disahkan harus diundangkan dengan 

menempatkannya dalam lembaran daerah. Pengundangan peraturan daerah dalam 

lembaran daerah dilaksanakan oleh sekretaris daerah. Untuk peraturan daerah 

yang bersifat mengatur, setelah diundangkan dalam lembaran daerah harus 

didaftarkan kepada pemerintah untuk perda provinsi dan kepada Gubernur untuk 

Perda Kabupaten/ Kota. Pengundangan perda yang telah disahkan dalam lembaran 

daerah merupakan tugas administratif pemerintah daerah. Pengundangan perda 

dalam lembaran daerah tersebut menandai perda yang telah sah untuk 

diberlakukan dan masyarakat berkewajiban untuk melaksanakannya. 

a) Proses Penyusunan Peraturan Daerah 

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah membuat sejumlah 

peraturan daerah. Pertaturan daerah tersebut biasa disingkat dengan istilah perda. 

Perda tersebut bisa mengatur masalah administrasi, lingkungan hidup, ketertiban, 

pendidikan, sosial, dan lain-lain. Perda tersebut pada dasarnya dibuat untuk 

kepentingan masyarakat. Proses penyusunan peraturan daerah melalui beberapa 

tahap. Penyusunan peraturan daerah dimulai dengan perumusan masalah yang 

akan diatur dalam perda tersebut. Masalah yang dimaksud adalah masalah-

masalah sosial atau publik. 

Pada umumnya masalah sosial dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu sebagai 

berikut. 
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i. Masalah sosial yang terjadi karena adanya perilaku dalam masyarakat yang 

bermasalah. Misalnya: maraknya perjudian atau beredarnya minuman keras dalam 

masyarakat sehingga membuat kehidupan masyarakat terganggu. 

ii. Masalah sosial yang disebabkan karena aturan hukum yang tidak lagi 

proporsional dengan keadaan masyarakat. Misalnya, perda tentang retribusi 

pemeriksaan kesehatan yang sangat memberatkan masyarakat kecil sehingga 

peraturan daerah tersebut harus diganti. Pembuatan suatu peraturan, baik 

peraturan pusat maupun peraturan daerah, pada dasarnya hampir sama mulai dari 

asas-asasnya, materi muatannya dan sebagainya. 

Tata cara penyusunan peraturan daerah, antara lain: 

a. Pengajuan peraturan daerah 

Proses pengajuan peraturan daerah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: 

1) Pengajuan peraturan daerah dari kepala daerah. 

Proses pengajuan peraturan daerah dari kepala daerah, adalah sebagai berikut: 

Konsep rancangan perda disusun oleh dinas/biro/unit kerja yang berkaitan 

dengan perda yang akan dibuat. 

Konsep yang telah disusun oleh dinas/biro/unit kerja tersebut diajukan kepada 

biro hukum untuk diperiksa secara teknis seperti kesesuaian dengan peraturan 

perundangan lain dan kesesuaian format perda. 

Biro hukum mengundang dinas/biro/unit kerja yang mengajukan rancangan 

perda dan unit kerja lain untuk menyempurnakan konsep itu. 

Biro hukum menyusun penyempurnaan rancangan perda untuk diserahkan 

kepada kepala daerah guna diadakan pemeriksaan (dibantu oleh sekretaris 
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daerah). 

Konsep rancangan perda yang telah disetujui kepala daerah berubah menjadi 

rancangan perda. 

Rancangan perda disampaikan oleh kepala daerah kepada ketua DPRD disertai 

nota pengantar untuk memperoleh persetujuan dewan. 

2. Pengajuan peraturan daerah dari DPRD 

Proses pengajuan peraturan daerah dari DPRD adalah sebagai berikut: 

Usulan rancangan peraturan daerah dapat diajukan oleh sekurang-kurangnya 

lima orang anggota. 

Usulan rancangan peraturan daerah itu disampaikan kepada pimpinan DPRD 

kemudian dibawa ke Sidang Paripurna DPRD untuk dibahas. 

Pembahasan usulan rancangan peraturan daerah dalam sidang DPRD dilakukan 

oleh anggota DPRD dan kepala daerah. 

Pembahasan rancangan peraturan daerah 

Pembahasan rancangan peraturan daerah melalui empat tahapan pembicaraan, 

kecuali apabila panitia musyawarah menentukan lain. 

Keempat tahapan pembicaraan tersebut adalah : 

1) Tahap pertama 

Tahap pertama dilakukan dalam Sidang Paripurna. Untuk rancangan perda dari 

kepala daerah penyampaian dilakukan oleh kepala daerah, sedangkan 

penyampaian rancangan perda dari DPRD dilakukan oleh pimpinan rapat 

gabungan komisi. 

2) Tahap kedua 
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Tahap kedua merupakan tahap pemandangan umum. Untuk rancangan perda dari 

kepala daerah, pemandangan umum dilakukan oleh anggota fraksi dan kepala 

daerah memberikan jawaban atas pemandangan umum tersebut. 

Sebaliknya, untuk rancangan perda dari DPRD maka tahap pemandangan umum 

dilakukan dengan cara mendengarkan pendapat kepala daerah dan jawaban 

pimpinan komisi atas pendapat kepala daerah. 

3) Tahap ketiga 

Tahap ketiga merupakan tahap rapat komisi atau gabungan komisi yang disertai 

oleh kepala daerah. Tahap ini dilakukan untuk mendapatkan kesepakatan tentang 

rancangan perda antara kepala daerah dan DPRD. 

4) Tahap keempat (rapat paripurna) 

Tahap empat meliputi pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang 

didahului hal-hal berikut : 

laporan hasil pembicaraan tahap III, 

pendapat akhir fraksi-fraksi, 

pemberian kesempatan kepada kepala daerah untuk menyampaikan 

pendapat/sambutan terhadap pengambilan keputusan. 

Rancangan peraturan daerah yang sudah disetujui DPRD kemudian 

ditandatangani oleh kepala daerah sehingga terbentuk peraturan daerah. 

2. Proses Mekanisme Perda 

Pembuatan Perda dilakukan secara bersama-sama oleh Gubernur/Bupati/Walikota 

dengan DPRD Tingkat I dan II. 

Mekanisme pembuatannya adalah sebagai berikut: 
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1) Pertama, Pemerintah daerah tingkat I atau II mengajukan Rancangan Perda 

kepada DPRD melalui Sekretaris DPRD I atu II. 

2) Kedua, Sekretaris DPRD mengirim Rancangan Perda kepada pimpinan DPRD 

tingkat I atau II. 

3) Ketiga, Pimpinan DPRD tingkat I atau II mengirimkan Rancangan Perda 

tersebut kepada komisi terkait. 

4) Keempat, Pimpinan komisi membentuk panitia khusus (pansus) untuk 

membahas Rancangan Perda usulan pemerintah atau inisiatif DPRD I atau II. 

5) Kelima, Panitia khusus mengadakan dengar pendapat (hearing) dengan elemen 

elemen yang meliputi unsur pemerintah, profesional, pengusaha, partai politik, 

LSM,Ormas, OKP, tokoh masyarakat, dan unsur lain yang terkait di daerah. 

6) Keenam, DPRD tingkat I atau II mengadakan sidang paripurna untuk 

mendengarkan pandangan umum dari fraksi-fraksi yang selanjutnya menetapkan 

Rancangan Perda menjadi Perda. (Srijanti & A. Rahman, Etika Berwarga Negara 

(ed.2)Jakarta 2008, hal. 106-107) 

1. Pembentukan Perda Yang Baik 

1. Asas Pembentukan Perda 

Pembentukan Perda yang baik harus berdasarkan pada asas pembentukan 

peraturan perundang-undangan sebagai berikut: 

a. kejelasan tujuan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang 

undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. 

b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, yaitu setiap jenis peraturan 

perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan 
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perundang-undangan yang berwenang dan dapat dibatalkan atau batal demi 

hukum bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang. 

c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan, yaitu dalam pembentukan peraturan 

perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat 

dengan jenis peraturan perundang-undangan. 

d. dapat dilaksanakan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang 

undangan harus memperhatikan efektifitas peraturan perundang-undangan 

tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis. 

e. kedayagunaan dan kehasilgunaan, yaitu setiap peraturan perundang undangan 

dibuat karena memang benarbenar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur 

kehidupan bermasayarakat, berbangsa dan bernegara. 

f. kejelasan rumusan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi 

persyaratan teknis penyusunan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, 

serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan 

berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.  

g. keterbukaan, yaitu dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan 

mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat 

transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai 

kesempatan seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan 

peraturan perundang-undangan.  

Di samping itu materi muatan Perda harus mengandung asas-asas sebagai berikut: 

a. asas pengayoman, bahwa setiap materi muatan Perda harus berfungsi 

memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat. 



 

46 

 

b. asas kemanusiaan, bahwa setiap materi muatan Perda harus mencerminkan 

perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat 

setiap warga Negara dan penduduk Indonesia secara proporsional. 

c. asas kebangsaan, bahwa setiap muatan Perda harus mencerminkan sifat dan 

watak bangsa Indonesia yang pluralistic (kebhinnekaan) dengan tetap menjaga 

prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. 

d. asas kekeluargaan, bahwa setiap materi muatan Perda harus mencerminkan 

musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. 

e. asas kenusantaraan, bahwa setiap materi muatan Perda senantiasa 

memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan Perda 

merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. 

f. asas bhinneka tunggal ika, bahwa setiap materi muatan Perda harus 

memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi daerah 

dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

g. asas keadilan, bahwa setiap materi muatan Perda harus mencerminkan keadilan 

secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.  

h. asas kesamaan dalam hukum dan pemerintahan, bahwa setiap materi muatan 

Perda tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar 

belakang, antara lain agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial. 

i. asas ketertiban dan kepastian hukum, bahwa setiap materi muatan Perda harus 

dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya 

kepastian hukum. 
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j. asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan, bahwa setiap materi muatan 

Perda harus mencerminkan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara 

kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.  

k. asas lain sesuai substansi Perda yang bersangkutan. 

Selain asas dan materi muatan di atas, DPRD dan Pemerintah Daerah 

dalam menetapkan Perda harus mempertimbangkan keunggulan lokal /daerah, 

sehingga mempunyai daya saing dalam pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan 

masyarakat daerahnya. Prinsip dalam menetapkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

dalam menunjang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah 

bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui mekanisme 

APBD, namun demikian untuk mencapai tujuan kemakmuran dan kesejahteraan 

masyarakat daerah bukan hanya melalui mekanisme tersebut tetapi juga dengan 

meningkatkan daya saing dengan memperhatikan potensi dan keunggulan 

lokal/daerah, memberikan insentif (kemudahan dalam perijinan, mengurangi 

beban Pajak Daerah), sehingga dunia usaha dapat tumbuh dan berkembang di 

daerahnya dan memberikan peluang menampung tenaga kerja dan meningkatkan 

PDRB masyarakat daerahnya. 

2. Mekanisme Pengawasan Perda 

Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat terkait dengan 

penyelenggaraan urusan pemerintahan meliputi pengawasan atas pelaksanaan 

urusan pemerintahan di daerah dan pengawasan terhadap produk hukum daerah. 

Pengawasan terhadap Perda dapat berupa evaluasi dan klarifikasi. Khusus pada 

pada Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang menjadi peraturan yang terendah 
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dalam hirarki peraturan perundang- undangan menurut Undang- Undang Nomor 

12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan perundang- undangan, selain itu 

juga Peraturan Daerah Kabupaten/Kota juga paling banyak di Indonesia jika 

ditinjau dari banyaknya Kabupaten/Kota di Indonesia menjadi peraturan yang 

mendapat perhatian lebih dari Pemerintah Pusat dikarenakan Peraturan Daerah 

Kabupaten/Kota yang menjadi peraturan yang langsung dampaknya langsung 

pada masyarakat. (Syafrudin, 1991, hal. 8) Selain itu Peraturan Daerah 

Kabupaten/Kota amatlah lah bervariatif tergantung dengan iklim daerah dan 

Pemerintahan pada Kabupaten/Kota di Indonesia, hal itu membuat Peraturan 

Daerah Kabupaten/Kota rentan banyak kesalahan dan bertentangan dengan 

peraturan perundangan yang lebih tinggi. Kenyataan yang terjadi dan merupakan 

sejarah bagi negara Indonesia, banyaknya Perda yang dibatalkan. Kemendagri 

juga mencatat dalam 10 tahun yaitu dari tahun 2002 hingga tahun 2014 jumlah 

pembatalan Perda berjumlah 710 Peraturan Daerah.10 Hal tersebut juga 

menunjukan masih banyak Perda Yang belum berkualitas dan bertentangan 

dengan perundang- undangan yang lebih tinggi. 

Pembatalan suatu Perda merupakan akibat dari pengujian terhadap 

Peraturan Daerah. Dalam pembatalan Perda tersebut dilakukan oleh lembaga 

eksekutif atau yudikatif. Lembaga eksekutif dalam hal ini Pemerintah 

sebagaimana dimaksud adalah Pemerintah. Sedangkan lembaga yudikatif dalam 

hal ini dilakukan oleh Mahkamah Agung sesuai konstitusi Negara Republik 

Indonesia. Pengujian Peraturan Daerah oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini 
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dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri inilah yang dikenal dengan istilah executive 

review. 

Pengertian executive review adalah segala bentuk produk hukum pihak 

eksekutif diuji oleh kelembagaan dan kewenangan yang bersifat hirarkis. Dalam 

konteks ini yang diperkenalkan dalam istilah “ control internal ”yang dilakukan 

oleh pihak sendiri terhadap produk yang dikeluarkan baik yang berbentuk 

pengaturan (regeling), maupun Keputusan (beschikking). 

Dapat dilihat bahwa proses executive review pada Peraturan Daerah 

amatlah penting untuk meningkatkan kualitas Peraturan Daerah karena dengan 

adanya rasa tanggung jawab yang lebih oleh Pemerintah Daerah dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah untuk membuat Peraturan Daerah yang berkualiatas 

agar tidak dibatalkan oleh Pemerintah yang dalam hal ini Pemerintah Pusat. Selain 

itu Peraturan Daerah Kabupaten/Kota mesti mendapatkan perhatian yang lebih 

dalam proses eksukutif review dikarnakan dampak Perda tersebut langsung 

terhadap masyarakat serta banyak dan bervariatifnya Perda Kabupaten/Kota 

cendrung meningkatkan kesalahan dalam muatan Perda tersebut. 

Hal ini berarti bahwa idealnya sebelum peraturan daerah hendak dirancang 

sudah terlebih dahulu harus ada rencana pembentukan peraturan daerah tersebut 

dalam prolegda, sehingga angka pembatalan dapat lebih diminimalisir. Prolegda 

adalah instrument perencanaan program pembentukan peraturan daerah provinsi 

dan peraturan daerah kabupaten/kota yang disusun secara terencana, terpadu dan 

sistematis. Secara operasional, prolegda memuat daftar rancangan peraturan 
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daerah yang disusun berdasarakan metode dan parameter tertentu sebagai bagian 

integral dari sistem peraturan perundang-undangan. (Suraeni, 2010) 

Hal ini menunjukkan bahwa prolegda mempunyai kedudukan hukum yang 

penting dalam penyusunan peraturan daerah ditingkatan provinsi dan 

kabupaten/kota, hanya saja arti penting kedudukan hukum prolegda ini belum 

dipahami dengan baik oleh pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan Pasal 39 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang mengatur bahwa: “Perencanaan 

penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan dalam Prolegda 

Kabupaten/Kota”. Tahap perencanaan merupakan langkah pertama yang 

dilakukan untuk mencapai tujuan pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

yang baik. Salah satu kegiatan perencanaan pembentukan Peraturan Perundang-

undangan adalah penyusunan Naskah Akademik. Melalui kajian dan penyusunan 

Naskah Akademik, diharapkan Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk 

dapat memenuhi pencapaian tujuan pembentukan, dapat dilaksanakan dan 

ditegakkan. Naskah akademik merupakan penjelasan atau keterangan mengapa 

Perda tersebut dibuat. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengharuskan mengenai adanya 

naskah akademik dalam proses pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 

Ketentuan tentang adanya naskah akademik dalam rancangan peraturan daerah 

dapat dilihat dalam Pasal 56 ayat (2) yang menentukan bahwa rancangan 

peraturan daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan 

penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik. Dasar hukum 
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pembentukan Naskah Akademik yaitu Pasal 57 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 ditentukan bahwa : 

(1) Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi 

dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik. 

(2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Naskah Akademik sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Undang-Undang ini. Pentingnya Naskah Akademik sebagai 

solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum. Pembentukan peraturan 

daerah yang baik diakomodir dalam Pasal 15, Pasal 17 dan Pasal 19 Permendagri 

No. 53 Tahun 20011, secara lengkap sebagai berikut: 

Pasal 15 Penyusunan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan berbentuk 

Perda atau nama lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan 

berdasarkan Prolegda. Paragraf 1 Persiapan Penyusunan Perda di Lingkungan 

Pemerintah Daerah Pasal 17 (1) Pimpinan SKPD menyusun Rancangan Perda 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 disertai naskah akademik dan/atau 

penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang 

diatur. (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada 

biro hukum provinsi atau bagian hukum kabupaten/kota. Pasal 19 (1) Rancangan 

Perda yang disertai naskah akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat 

(1) telah melalui pengkajian dan penyelarasan, yang terdiri atas: 

a. latar belakang dan tujuan penyusunan; 

b. sasaran yang akan diwujudkan; 

c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan 
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d. jangkauan dan arah pengaturan. 

(2) Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan sistematika 

sebagai berikut: 

1. Judul 

2. Kata pengantar 

3. Daftar isis terdiri dari: 

a. BAB I: Pendahuluan 

b. BAB II: Kajian teoritis dan praktik empiris 

c. BAB III: Evaluasi dan analis peraturan perundang-undangan terkait 

d. BAB IV: Landasan filosofis, sosiologis dan yuridis 

e. BAB V:Jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan perda 

f. BAB VI: Penutup 

Berdasarkan ketentuan di atas, naskah akademik merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari penyusunan sebuah rancangan peraturan perundangundangan. 

Selama ini naskah akademik sering kurang diperhatikan, sehingga sekalipun 

sudah di arahkan bahwa setiap peraturan perundang-undangan terutama Undang-

Undang dan Perda harus disertai naskah akademik. Dalam praktiknya, naskah 

akademik sering dijadikan sebagai landasan dalam pembentukan suatu peraturan 

perundang-undangan. Secara normatif, tidak ada keharusan bahwa persiapan 

rancangan peraturan perundang-undangan harus disertai dengan Naskah 

Akademik. Misalnya, Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang 

Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan 
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Rancangan Peraturan Presiden (Perpres No 68/2005) hanya menyatakan bahwa 

pemrakarsa dalam menyusun RUU dapat terlebih dahulu menyusun Naskah 

Akademik mengenai materi yang akan diatur dalam RUU. Kemudian, penyusunan 

Naskah Akademik dilakukan oleh pemrakarsa bersama-sama dengan departemen 

yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peraturan perundang-undangan dan 

pelaksanaannya dapat diserahkan kepada perguruan tinggi atau pihak ketiga 

lainnya yang mempunyai keahlian untuk itu. Naskah Akademik sekurang-

kurangnya memuat dasar filosofis, sosiologis, yuridis tentang pokok dan lingkup 

materi yang akan diatur. Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan merupakan pelaksanaan dari perintah Pasal 22A Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa 

“Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan undang-undang diatur 

lebih lanjut dengan undang-undang.” Namun, ruang lingkup materi muatan 

Undang-Undang ini diperluas tidak saja Undang-Undang tetapi mencakup pula 

Peraturan Perundang-undangan lainnya, selain Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. 

Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan didasarkan 

pada pemikiran bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara 

hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan 

kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai 

dengan sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional merupakan hukum yang 

berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu 

dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang 
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timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. Undang-Undang ini merupakan penyempurnaan terhadap 

kelemahan-kelemahan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, yaitu 

antara lain: 

a.Materi dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 banyak yang menimbulkan 

kerancuan atau multitafsir sehingga tidak memberikan suatu kepastian hukum; 

b. Teknik penulisan rumusan banyak yang tidak konsisten; 

c. Terdapat materi baru yang perlu diatur sesuai dengan perkembangan atau 

kebutuhan hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;  

d.Penguraian materi sesuai dengan yang diatur dalam tiap bab sesuai dengan 

sistematika. Sebagai penyempurnaan terhadap Undang-Undang sebelumnya, 

terdapat materi muatan baru yang ditambahkan dalam Undang-Undang ini, yaitu 

antara lain: 

a. penambahan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai salah satu 

jenis Peraturan Perundang-undangan dan hierarkinya ditempatkan setelah 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

b. perluasan cakupan perencanaan Peraturan Perundang-undangan yang tidak 

hanya untuk Prolegnas dan Prolegda melainkan juga perencanaan Peraturan 

Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Perundangundangan lainnya; 

c. pengaturan mekanisme pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang 

Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 
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d. pengaturan Naskah Akademik sebagai suatu persyaratan dalam penyusunan 

Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan 

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;  

e.pengaturan mengenai keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan, 

peneliti, dan tenaga ahli dalam tahapan Pembentukan Peraturan Perundang- 

undangan; dan 

f. penambahan teknik penyusunan Naskah Akademik dalam Lampiran I Undang- 

Undang ini. 

Secara umum Undang-Undang ini memuat materi-materi pokok yang 

disusun secara sistematis sebagai berikut: asas pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan; jenis, hierarki, dan materi muatan Peraturan Perundang-

undangan; perencanaan Peraturan Perundang-undangan; penyusunan Peraturan 

Perundang-undangan; teknik penyusunan Peraturan Perundangundangan; 

pembahasandan pengesahan Rancangan Undang-Undang; pembahasan dan 

penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan 

Daerah Kabupaten/Kota; pengundangan Peraturan Perundangundangan; 

penyebarluasan; partisipasi masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan; dan ketentuan lain-lain yang memuat mengenai pembentukan 

Keputusan Presiden dan lembaga negara serta pemerintah lainnya.  

Tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan 

penetapan,serta pengundangan merupakan langkah-langkah yang pada dasarnya 

harus ditempuh dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.  
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Namun,tahapan tersebut tentu dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan atau 

kondisi sertajenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan tertentu yang 

pembentukannya tidak diatur dengan Undang-Undang ini, seperti pembahasan 

Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, atau 

pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 8 ayat (1). 

Selain materi baru tersebut, juga diadakan penyempurnaan teknik 

penyusunan Peraturan Perundang-undangan beserta contohnya yang ditempatkan 

dalam Lampiran II. Penyempurnaan terhadap teknik penyusunan Peraturan 

Perundang-undangan dimaksudkan untuk semakin memperjelas dan memberikan 

pedoman yang lebih jelas dan pasti yang disertai dengan contoh bagi penyusunan 

Peraturan Perundang-undangan, termasuk Peraturan Perundang-undangan di 

daerah PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Penempatan Pancasila 

sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan 

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea 

keempat yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, 

Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 

Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar 

filosofis negara sehingga setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan 

tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. 

Pasal 3 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “hukum dasar” adalah norma dasar bagi 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang merupakan sumber hukum 
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bagi Pembentukan Peraturan Perundang undangan di bawah Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 5 Huruf a Yang dimaksud 

dengan “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. 

Huruf b Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang 

tepat” adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh 

lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang 

berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal 

demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak 

berwenang. Huruf c Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, 

hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat 

sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan. Huruf d Yang 

dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan 

Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, 

sosiologis, maupun yuridis. Huruf e Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan 

dan kehasilgunaan”adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat 

karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Huruf f Yang dimaksud 

dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-

undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-

undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan 
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mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi 

dalam pelaksanaannya. Huruf g Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” 

adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari 

perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan 

pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan 

masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan 

masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundangundangan.  

3. Fungsi dan Tujuan Perda 

Peraturan Daerah adalah salah satu dari peraturan perundang-undangan 

yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Daerah terdiri 

dari Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan 

Daerah merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Gubernur atau 

Bupati/Walikota Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Pemerintahan Daerah berhak 

menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan 

otonomi dan tugas pembantuan. Ketentuan Pasal 18 ayat (6) tersebut merupakan 

dasar kewenangan bagi Pemerintahan Daerah dalam membentuk Peraturan 

Daerah.Peraturan Daerah dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan 

perundang-undangan yang baik sebagaimana ketentuan Pasal 137 Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Pasal 5 
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Asas pembentukan peraturan perundang-

undangan yang baik meliputi : 

kejelasan tujuan : 

Bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus 

mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. 

kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat : 

Bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh 

lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang 

berwenang karena peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau 

batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga Negara atau pejabat yang tidak 

berwenang. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan : 

Bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar 

benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki 

peraturan perundang-undangan dapat dilaksanakan : 

Bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus 

memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam 

masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. 

kedayagunaan dan kehasilgunaan : bahwa setiap peraturan perundang-undangan 

dibuat karena memang benarbenar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

kejelasan rumusan : 

Bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis 

penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, 
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serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak 

menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. 

Keterbukaan : 

Bahwa dalam peraturan perundang-undangan mualai dari perencanaan, 

penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat 

transparan dan terbuka. 

Materi muatan suatu peraturan perundang-undangan sebagaimana 

tercantum dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah 

materi yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan jenis, 

fungsi dan hierarki peraturan perundang-undangan. 

Peraturan Daerah mempunyai materi muatan yang mengandung asas-asas 

sebgaimana tercantum dalam Pasal 138 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004, yaitu a) pengayoman; b) kemanusiaan; c) kebangsaan; d) 

kekeluargaan; e)kenusantaraan; f) bhineka tunggal ika; g) keadilan; h) kesamaan 

kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; i) ketertiban dan kepastian hukum; 

dan/atau j)keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Asas materi muatan yang 

tercantum dalam Pasal 138 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tersebut juga tercantum dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 

12 Tahun 2011 yang mempunyai pengertian sebagai berikut : 

Asas Pengayoman : 

Bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus 

berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat. 

Asas Kemanusiaan : 
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Bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus 

mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat 

dan martabat setiap warga Negara dan penduduk Indonesia secra proporsional. 

Asas Kebangsaan : 

Bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus 

mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap 

menjaga prinsip Negara Kesatuan republic Indonesia.  

Asas Kekeluargaan : 

Bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus 

mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan 

keputusan. 

Asas Kenusantaraan : 

Bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa 

memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan 

peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari 

sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Asas Bhineka Tunggal Ika : 

Bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus 

memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus 

daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

Asas Keadilan : 
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Bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus 

mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara. 

Asas Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan : 

bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat 

hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain agama, 

suku, ras, golongan, gender, atau status sosial. 

Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum : 

Bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat 

mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum. 

.Asas Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan : 

Bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus 

mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan 

individu, masyarakat, dan kepentingan bangsa dan negara. 

Materi muatan Peraturan Daerah, baik Peraturan Daerah Provinsi maupun 

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, tercantum dalam ketentuan Pasal 14 Undang- 

Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang berisi materi muatan dalam rangka 

penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi 

khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi. Materi muatan Peraturan Daerah juga dapat memuat 

sanksi pidana sebagaimana ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011. 

Materi muatan yang berupa sanksi pidana dalam Peraturan Daerah berupa 

ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling 
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banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Pasal 15 ayat (3) Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyebutkan bahwa Peraturan Daerah Provinsi 

dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dapat memuat ancaman pidana kurungan 

atau pidana denda sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-

undangan lainnya. 

Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain berhak ditetapkan oleh 

Pemerintahan Daerah untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan 

sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintahan daerah mengatur dan mengurus 

sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan yang 

mempunyai maksud bahwa pelaksanaan urusan pemerintahan oleh daerah dapat 

diselenggarakan secara langsung oleh pemerintahan daerah itu sendiri dan dapat 

pula penugasan oleh pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten/kota dan desa 

atau penugasan dari pemerintah kabupaten/kota ke desa. 

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan 

bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom 

untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan 

masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; sedangkan 

tugas pembantuan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 adalah penugasan dari 

pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada 

kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa 

untuk melaksanakan tugas tertentu. Daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah kesatuan 
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masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang 

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 

setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

a) Fungsi Peraturan Daerah 

Fungsi Peraturan Daerah merupakan fungsi yang bersifat atribusi yang 

diatur berdasarkan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan 

daerah, terutama pasal 136, dan juga merupakan fungsi delegasian dari peraturan 

perundangundangan yang lebih tinggi. 

Fungsi Peraturan Daerah ini dirumuskan dalam pasal 136 Undang-Undang Nomor 

32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai berikut : 

1. Menyelenggarakan pengaturan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah 

dan tugas pembantuan. 

2. Menyelenggarakan pengaturan sebagai penjabaran lebih lanjut peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-

masing daerah. 

3. Menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang tidak bertentangan dengan 

kepentingan umum. 

4. Menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang tidak bertentangan dengan 

peraturan yang lebih tinggi. Yang dimaksud disini adalah tidak bertentangan 

dengan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat. 
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b) Tujuan Pembentukan perda 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun2004, bahwa kedudukan, 

yang penting, karena sebagai unsur dari pemerintah daerah dalam 

penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

Kedudukan DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah berkedudukan sejajar dan 

menjadi mitra dari Pemerintah Daerah, sekaligus menjalankan fungsi kontrol atau 

pengawasan terhadap Pemerintah Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 

32Tahun 2004 Tentang Pemerintahah Daerah, bahwa tugas dan wewenang DPRD 

antara lain: (Manan, 2001, hal. 70) 

a. Membentuk Perda yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk mendapat 

persetujuan bersama; 

b. Membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah bersama dengan Kepala Daerah; 

c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan 

peraturan perundang-undangan lain, Keputusan Gubernur. Bupati dan Walikota, 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Kebijakan Pemerintah Daerah, dan 

Kerjasama Intemasional didaerah; 

Prinsip-prinsip pembentukan Perda menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2004 sebagai berikut: 

1) Perda ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama 

DPRD; 
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2) Perda di bentuk dalam rangka menyelenggarakan otonomi, tugas pembantuan 

dan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi 

dengan memperhatikan cirikhas masing- masing daerah; 

3) Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi; 

4) Perda dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-

undangan, 

5) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam 

rangka menyiapkan atau pembahasan Raperda 

6) Perdadapat memuat ketentuan beban biaya paksaan penegakan hukum, atau 

pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). 

7) Peraturan Kepala Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah ditetapkan untuk 

melaksanakan Perda. 

8) Perda berlaku setelah diundangkan dalam lembaran berita daerah. 

9) Perdadapat menunjukkan pejabat tertentu sebagai pejabat penyidik tertentu 

sebagai pejabat penyidik pelanggaran Perda (PPNS Perda); 

10) Pengundangan. Perda dalam Lembaran Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 

dalam Berita Daerah. 

Apabila dalam satu masa sidang DPRD dan Gubernur atau Bupati/Walikota 

menyampaikan rancangan Perda mengenai materi yang sama, maka yang dibahas 

adalah rancangan Perdayang disampaikan Gubernur atau Bupati/Walikota untuk 

ditetapkan sebagai Perda. Penyampaian rancangan Perda ditetapkan oleh 
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Gubernur atau Bupati/Wali kota paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak rancangan 

tersebut disetujui bersama. Dalam hal rancangan. Perda tidak ditetapkan Gubernur 

atau Bupati/Walikota dalam 30 (tiga puluh) hari, rancangan Perda tersebut sah 

menjadi Perdadan wajib diundangkan dengan memuatnya di dalam lembaran 

daerah. 

Sedangkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur beberapa prinsip 

mengenai pembentukan Perda sebagai berikut: 

1. Pembahasan rancangan Peraturan Daerah dilakukan oleh DPRD bersama 

Gubernur/Bupati/Walikota 

2. Rancangan Perda yang telah disetujui oleh DPRD ditetapkan oleh Kepala 

Daerah untuk menjadi Peraturan Daerah; 

3. Perda dibentuk dalam penyelenggaraan otonomi, tugas pembantuan serta 

menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi. 

4. Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Perdalain, atau 

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 

5. Perdadapat memuat ketentuan beban biaya paksaan penegakan hukum atau 

pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda sebanyak banyaknya lima 

juta rupiah. 

6. Keputusan Kepala Daerah ditetapkan untuk melaksanakan Perda. 

7. Peraturan Keputusan Kepala Daerah yang mengatur, dimuat dalam lembaran 

daerah. 
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Perda merupakan hasil kerja bersama antara DPRD dengan 

Gubernur/Bupati/Walikota, karena itu tatacara membentuk Perda harus ditinjau 

dari beberapa Unsur pemerintahan tersebut, yaitu Unsur DPRD adalah Peraturan 

Daerah merupakan suatu bentuk produk legislatif tingkat daerah, karena itu tidak 

dapat terlepas dari DPRD. Keikutsertaan DPRD membentuk Perda bertalian 

dengan wewenang DPRD di bidang legislatif atau yang secara tidak langsung 

dapat dipergunakan sebagai penunjang fungsi legislatif, yaitu hak penyidikan, hak 

inisiatif, hak amandemen, persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah 

(RanPerda).  

Unsur Partisipasi adalah partisipasi dimaksudkan sebagai keikutsertaan pihak-

pihak luar DPRD dan Pemerintah Daerah dalam menyusun dan membentuk 

RanPerda atau Perda 

D. Good Governance 

Pemerintahan yang baik merupakan isu yang paling mengemuka dalam 

pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan gencar yang dilakukan oleh 

masyarakat kepada pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan 

pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan 

masyarakat, di samping adanya pengaruh globalisasi. Tuntutan ini merupakan hal 

yang wajar dan sudah direspon oleh pemerintah dengan melakukan perubahan-

perubahan yang terarah pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang baik. 

Arti good dalam good governance mengandung dua pengertian, yaitu pertama, 

nilai- nilai yang menjunjung tinggi keinginan/ kehendak rakyat, dan nilai-nilai 

yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat yang dalam pencapaian tujuan 
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nasional kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial; kedua, 

aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dalam melakukan upaya 

pencapaian tujuan nasional. 

Orientasi pertama mengacu pada demokratisasi dalam kehidupan bernegara 

dengan elemen-elemen konstitusinya seperti: legitimacy (apakah pemerintah 

dipilih dan mendapat kepercayaan dari rakyatnya), accountability (akuntabilitas), 

securing of human rights, autonomy and devaluation of power, dan assurance of 

civilian control. Sedangkan orientasi kedua, tergantung pada sejauh mana 

pemerintahan mempunyai kompetensi dan sejauh mana struktur serta mekanisme 

politik serta administratif secara efektif dan efisien. (Nazir, 2006) 

Dalam dokumen kebijakan united nation development programme (UNDP) 

lebih jauh menyebutkan ciri-ciri good governance yaitu: 

a. Mengikut sertakan semua, transparansi dan bertanggung jawab, 

efektif dan adil. 

b.Menjamin adanya supremasi hukum. 

c. Menjamin bahwa prioritas-prioritas politik, sosial dan ekonomi 

didasarkan pada konsesus masyarakat. 

d.Memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan 

lemah dalam proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi 

sumber daya pembangunan.  (Hetifa, 2003) 

Penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis saat ini adalah pemerintahan 

yang menekankan pada pentingnya membangun proses pengambilan keputusan 

publik yang sensitif terhadap suara-suara komunitas. Yang artinya, proses 
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pengambilan keputusan bersifat hirarki berubah menjadi pengambilan keputusan 

dengan adil seluruh stakeholder. 

Dalam artikelnya Michel Camdessus  (Camdessus, 1997)  mengutarakan 

karakteristik good governance adalah : 

a. Participation. Setiap warga negara mempunyai suara dalam 

pembuatan keputusan. Partisipasi ini dibangun atas dasar 

kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara 

konstruktif. 

b. Rule of Law. Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa 

pandang bulu, terutama hukum untuk hak asasi manusia (HAM) 

c. Transparency. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus 

informasi. Proses-proses, lembaga-lembaga dan informasi secara 

langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. 

Informasi harus dapat dipahami dan dapat dimonitor. 

d. Responsiveness. Lembaga-lembaga dan proses-proses harus 

mencoba untuk melayani setiap stakeholders. 

e. Concensus Orientation. Good governance menjadi perantara 

kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi 

kepentingan yang lebih luas dalam hal kebijakan-kebijakan 

maupun prosedur- prosedur. 

f. Equity. Semua warga negara mempunyai kesempatan untuk 

meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka. 
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g. Effectiveness and Efficiency. Proses-proses dan lembaga-lembaga 

menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan 

menggunakan sumber-sumber yang tersedia sebaik mungkin. 

h. Accountabillity. Para pengambil keputusan dalam pemerintahan, 

sektor swasta dan masyarakat bertanggung jawab kepada publik 

dan lembaga-lembaga stakeholders. Akuntabilitas ini tergantung 

pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah keputusan 

tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi. 

i. Strategic Vision. Para pemimpin dan publik harus mempunyai 

perspektif good governance dan pengembangan manusia yang luas 

dan jauh ke depan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk 

pembangunan semacam itu. 

Kesembilan karakteristik saling memperkuat dan tidak dapat berarti sendiri, 

maka dapat disimpulkan bahwa wujud good governance adalah penyelenggara 

pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif, 

dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif di antara domain-domain 

negara, sektor swasta, dan masyarakat. Oleh karena good governance meliputi 

sistem administrasi negara, maka upaya mewujudkan good governance juga 

merupakan upaya penyempurnaan pada sistem administrasi negara yang berlaku 

pada suatu negara secara menyeluruh. 

Sedangkan dari aspek pemerintahan, good governance dapat dilihat melalui 

aspek-aspek sebagai berikut sesuai pada artikel yang ditulis oleh Michel 

Camdessus  (Camdessus, 1997) : 
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a. Rule of Law. Hukum/ kebijakan ditujukan pada perlindungan 

kebebasan sosial, politik, dan ekonomi. 

b. Administrative Competence and Tranparency. Kemampuan 

membuat perencanaan dan melakukan implementasi secara efisien, 

kemampuan penyederhanaan organisasi, penciptaan disiplin dan 

keterbukaan informasi. 

c. Decentralization. Desentralisasi regional dan dekonsentrasi di 

dalam departemen. 

d. Creating Competitive Market. Penyempurnaan mekanisme pasar, 

dan segmen lain dalam sektor swasta, deregulasi, dan kemampuan 

pemerintahan dalam mengelola kebijakan makro ekonomi. 

Good Governance akan terwujud apabila ada keinginan yang kuat (Political 

Will) penyelenggara pemerintahan dan penyelenggara negara untuk berpegang 

teguh pada peraturan perundangan dan kepatutan. Dalam Bukunya Ryant 

Nudroho Dwijowijoto  (Dwijowijoto, 2003) disebutkan bahwa Lembaga 

Administrasi Negara membedakan tiga macam good governance yaitu: 

a. Economic Governance yang mempunyai implikasi terhadap Equity 

(keadilan), Poverty (kemiskinan), dan Quality of life (mutu 

kehidupan) 

b. Political governance yang menyangkut proses pembutan kebijakan; 

dan 

c.    Administrative Governance yang berkaitan dengan implikasi kebijakan 

 



 

73 

 

E. Pengertian Pengujian Kendaraan Bermotor 

Uji KEUR (Bahasa Belanda) atau uji KIR ialah kumpulan rangkaian kegiatan 

untuk melakukan uji kendaraan tersebut laik digunakan secara teknis di jalan raya, 

khususnya bagi kendaraan yang membawa angkutan penumpang dan barang.  

Diketahui bahwa KIR ini bukan merupakan singkatan dari kalimat apapun, 

sehingga KIR tidak memiliki kepanjangan apapun. 

Berdasarkan Pasal 49 ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2009 “Pengujian 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: uji tipe dan uji berkala”. Pasal 50 

ayat (1) UU No 22 Tahun 2009 “Uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 

ayat (2) huruf a wajib dilakukan bagi setiap Kendaraan Bermotor, kereta 

gandengan, dan kereta tempelan, yang diimpor, dibuat dan/atau dirakit di dalam 

negeri, serta modifikasi Kendaraan Bermotor yang menyebabkan perubahan tipe”. 

Pasal 50 ayat (2) UU No 22 Tahun 2009 “Uji tipe sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) terdiri atas: 

a. pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan 

yang dilakukan terhadap landasan Kendaraan Bermotor dan 

Kendaraan Bermotor dalam keadaan lengkap; dan 

b. penelitian rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor 

yang dilakukan terhadap rumah-rumah, bak muatan, kereta 

gandengan, kereta tempelan, dan Kendaraan Bermotor yang 

dimodifikasi tipenya. 

c.  Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan yang 
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dimaksud kendaraan “Kendaraan adalah suatu sarana angkut di 

jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak 

Bermotor”. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan 

yang dimaksud Kendaraan Bermotor yakni “Setiap Kendaraan 

yang digerakkkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain 

Kendaraan yang berjalan diatas rel”. Berdasarkan Pasal 2 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 

tentang Kendaraan di sebutkan Kendaraan terdiri atas: 

a. Kendaraan bermotor; dan 

b. Kendaran tidak bermotor 

Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 

2012 tentang Kendaraan di sebutkan “Kendaraan Bermotor sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berdasarkan jenis dikelompokan kedalam: 

a. Sepeda Motor; 

b. Mobil Penumpang; 

c. Mobil bus; 

d. Mobil Barang; dan 

e. Kendaran Khusus 

Kendaraan Bermotor wajib Uji adalah setiap kendaraan bermotor jenis Bus, 

mobil barang, mobil penumpang umum dan kendaraan khusus, kereta gandengan 

dan kereta tempelan yang dioperasikan dan atau digunakan dijalan. Setiap 

kendaraan harus dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan, di mana hal ini 
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merupakan suatu bukti yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. 

Kendaraan yang tidak dilengkapi dengan surat-surat atau bukti kepemilikan, maka 

dapat dikatakan bahwa kendaraan yang dipergunakan sebagai sarana transportasi 

tidak layak untuk dioperasionalkan. Setiap pengendara yang tidak dapat 

menunjukkan surat kelengkapan kendaraan, maka merupakan pelanggaran dan 

dapat dijerat sesuai dengan hukum yang berlaku. 

 Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan 

bahwa : 

“Pengujian Kendaraan Bermotor dilakukan secara berkala enam bulan sekali 

dalam rangka menjamin keselamatan, kelestarian lingkungan dan pelayanan 

umum”. 

Kewajiban pemilik untuk mendaftarkan kendaraan bermotornya, dalam rangka 

mengumpulkan data yang dapat digunakan untuk tertib administrasi, pengendalian 

kendaraan bermotor yang diopersikan di Indonesia, mempermudah penyidikan 

pelanggaran atau kejahatan yang menyangkut kendaraan yang bersangkutan, serta 

dalam rangka perencanaan, rekayasa, dan manajemen lalu lintas dan angkutan 

jalan dan memenuhi kebutuhan data lainnya dalam rangka perencanaan 

pembangunan nasional. 

Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor dilakukan di Unit Pengujian 

Kendaraan Bermotor dan pemeriksaan dijalankan oleh penguji yang memenuhi 

persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah. Bagi kendaraan yang memenuhi 

kelaikan akan disahkan oleh pejabat yang ditunjuk akan diberi tanda uji. Sasaran 

pengujian kendaraan bermotor meliputi kegiatan memeriksa, menguji, mencoba 
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dan meneliti diarahkan kepada setiap kendaraan bermotor wajib uji secara 

keseluruhan pada bagian-bagian kendaraan secara fungsional dalam sistem 

komponen serta dimensi teknisnya baik maupun berdasarkan persyaratan teknis 

yang objektif.  

Standar  Pelayanan pada seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan 

Kota Magelang terlampir lihat di lampiran .  

F. Teori Efektifitas  

Istilah teori efektifitas hukum berasal dari terjemahan bahasa inggris, yaitu 

effectiveness of the legal theory, bahasa Belanda disebut dengan effectiviteit van 

de juridische theorie, bahasa Jermannya yaitu wirksamkeit der rechtlichen theorie. 

Hans kelsen menyajikan definisi tentang efektifitas hukum, efektifitas hukum  

adalah apakah orang pada kenyataannya berbuat menurut suatu cara untuk 

menghindari sanksi yang diancamkan oleh norma hukum atau bukan, dan apakah 

sanksi tersebut benar dilaksanakan bila syaratnya terpenuhi atau tidak terpenuhi. 

(Kelsen, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, 2006) 

 Konsep efektifitas dalam definisi Hans Kelsen difokuskan pada subjek 

dan sanksi. Subjek yang melaksanaknnya yaitu orang atau badan hukum. Orang-

orang tersebut harus melaksanakan hukum sesuai dengan bunyi dari norma 

hukum. Bagi yang dikenai sanksi maka sanksi hukum tersebut benar dilaksanakan 

atau tidak. Hukum diartikan norma hukum, baik yang tertulis maupun tidak 

tertulis. Norma hukum tertulis merupakan norma hukum yang ditetapkan oleh 

lembaga yang berwenang untuk itu. Lembaga yang berwenang yaitu DPR RI dan 
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dengan persetujuan presiden. Sedangkan norma hukum tidak tertulis merupakan 

norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat adat.  

Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektifitas dari hukum, maka 

kita pertama-tama harus dapat mengukur,sejauh mana aturan hukum itu ditaati 

atau tidak ditaati‟. Jika suatu aturan hukun ditaati oleh sebagian besar target yang 

menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang 

bersangkutan adalah efektif. (Dipoyudo, 1985, p. 53) 

 Namun demikian, sekalipun didapat dikatakan aturan yang ditaati itu 

efektif, tetapi kita masih tetap dapat mempertanyakan lebih jauh derajat 

efektifitasnya. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, seseorang menaati 

atau tidak suatu aturan hukum, tergantung kepada kepentingannya. Dan juga 

sebagaimana yang telah diuraikan, kepentingan itu ada bermacam-macam, 

diantaranya yang bersifat compliance, identification, internalization, dan masih 

banyak kepentingan lain. Jika ketaatan sebagian besar warga masyarakat terhadap 

suatu aturan hukum hanya karena kepentingan yang bersifat compliance atau 

hanya takut sanksi, maka derajat kenyataannya sangat rendah, karena 

membutuhkan pengawasan yang terus-menerus. Berbeda kalau ketaatannya 

berdasarkan kepentingan yang bersifat internalization, yaitu ketaatan karena 

aturan hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai interisik yang dianutnya, 

maka derajat ketaatannya adalah yang tertinggi. Jika yang ingin kita kaji adalah 

efektifitas aturan hukum tertentu, maka akan tampak perbedaan, factor-faktor 

yang mempengaruhi efektifitas dari setiap aturan hukum yang berbeda tersebut. 

Akan berbeda factor yang mempengaruhi efektifitas larangan dan ancaman pidana 
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untuk melakukan pembunuhan, dibandingkan faktor yang mempengaruhi 

efektifitas aturan hukum yang mengatur tentang usia minimal untuk 

melangsungkan perkawinan yang sah. Jika yang kita kaji adalah efektifitas 

perundang-undangan, maka kita dapat mengatakan bahwa tentang efktifitasnya 

suatu perundang undangan, banyak tergantung beberapa faktor antara lain (Ali, 

Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan, 2012, hal. 375) : 

a. Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan.  

b. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut.  

c. Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan 

didalam masyarakatnya.  

d. Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak boleh 

dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan (sesaat), yang diidtilahkan 

oleh Gunnar Myrdall sebagai sweep legislation (undang-undang sapu), yang 

memiliki kualitas buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.  

Jika kita mengkaji factor-faktor apa yang mempengaruhi ketaatan terhadap 

hukum secara umum, maka menurut C.G. Howard dan R.S. Mumners dalam Law: 

Its Nature and Limits, 1965: 46-47, antara lain :  

a. Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan, 

relatif akan jauh lebih efektif ketimbang aturan hokum yang bertentangan dengan 

nilai moral yang dianut oleh orang-orang yang menjadi target diberlakukannya 

aturan tersebut. Aturan hukum yang sangat efektif, adalah aturan hukum yang 

melarang dan mengancamkan sanksi bagi tindakan yag juga dilarang dan 

diancamkan sanksi oleh norma lain, seperti norma moral, norma agama, norma 
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adat istiadat atau kebiasaan, dan lainnya. Aturan hukum yang tidak diatur dan 

dilarang oleh norma lain,akan lebih tidak efektif.  

b. Efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum secara umum, juga 

tergantung pada optimal dan professional tidaknya aparat penegak hukum untuk 

menegakkan aturan hukum tersebut; mulai dari tahap pembuatannya, 

sosialisasinya, proses penegakan hukumnya mencakupi tahapan penemuan hukum 

(penggunaan penalaran hukum, interprestasi dan konstruksi), dan penerapannya 

terhadap suatu kasus konkret. 

c. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga 

mensyaratkan adanya pada standar hidup sosio-ekonomi yang minimal dalam 

masyarakat. Dan sebelumnya, ketertiban umum sedikit atau banyak, harus telah 

terjaga, karen tidak mungkin efektifitas hukum akan terwujud secara optimal, jika 

masyarakat dalam keadaan chaos atau situasi perang dahsyat.  

Anthony Allot mengemukakan tentang efektifitas hukum. Bahwa Hukum 

akan menjadi efektif jika tujuan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan 

yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif 

secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan.  

Jika suatu kegagalan maka kemungkinan terjadi pembetulan secara 

gampang jika tertjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum 

dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikannya. 

Konsep Anthony Allot tentang efektifitas hukum difokuskan pada 

perwujudannya.  
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Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang 

dapat diwujudkan dalam kehidupan sosial bermasyarakat.  

Teori efektifitas hukum adalah teori yang mengkaji dan menganalisis 

tentang keberhasilan dan kegagalan dan faktor yang mempengaruhi dalam 

pelaksanaan dan penerapan hukum. Ada tiga kajian teori efektifitas hukum yang 

meliputi : 

1. Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum.  

2. Kegagalan dalam pelaksanaannya.  

3. Faktor yang mempengaruhinya.  

Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum adalah bahwa hukum yang dibuat 

itu telah tercapai maksudnya. Maksud dari norma hukum adalah mengatur 

kepentingan manusia. Apabila norma hukum itu ditaati dan dilaksanakan oleh 

masyarakat maupun penegak hukum maka pelaksanaan hukum itu dikatakan 

efektif dalam implementasinya. Hal ini, dapat dilihat dalam masyarakat dalam 

melaksanakan aturan hukum tersebut.  

Kegagalan dalam pelaksanaan hukum adalah bahwa ketentuan hukum 

yang telah ditetapkan tidak mencapai maksudnya atau tidak berhasil dalam 

implementasinya. Faktor yang mempengaruhi adalah hal yang menyebabkan atau 

berpengaruh dalam pelaksanaan dan penerapan hukum tersebut. Faktor yang 

mempengaruhi , dapat dikaji dari :  

1. Aspek keberhasilannya.  

2. Aspek kegagalannya.  
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Faktor yang mempengaruhi keberhasilan itu meliputi substansi hukum, 

struktur hukum, kultur hukum, dan fasilitasnya. 

Norma hukum dikatakan berhasil apabila norma tersebut ditaati dan 

dilaksanakan oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum itu sendiri. Faktor 

yang mempengaruhi kegagalan dalam pelaksanaan adalah karena norma hukum 

yang kabur atau tidak jelas aparatur hukum yang korup atau masyarakat yang 

tidak sadar atau taat kepada norma hukum tersebut. Fasilitas yang mendukung 

norma hukum tersebut sangat minim sehingga sulit untuk terciptanya keefektifan 

hukum tersebut. Teori Efektifitas Menurut Para Ahli Menurut Soerjono Soekamto 

adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor 

yaitu :  

Faktor hukumnya sendiri, Faktor penegak hukum, pihak yang membuat 

dan yang menerapkan hukum, Faktor sasaran atau fasilitas yang mendukung 

penegakan hukum, Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut 

berlaku atau diterapkan, Faktor kebudayaan ,sebagai hasil karya,cipta dan rasa 

yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan. Ahmad ali berpendapat 

bahwa pada umumnya ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektifitas 

hukum tersebut untuk ditaati atau tidak ditaati yaitu faktor yang mempengaruhi 

efektifitas suatu perundang undangan adalah professional dan optimal pelaksanan 

peran dari para penegak hukum baik dalam menjalankan tugas dan menjalankan 

isi dari Undang-Undang tersebut. Hukum dalam arti materil merupakan peraturan 

tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang 

sah. Peraturan dibagi dua macam yaitu peraturan pusat dan peraturan daerah 



 

82 

 

setempat. Peraturan pusat berlaku untuk seluruh warga Negara yang ada pada 

wilayah tersebut. Peraturan daerah setempat hanya berlaku untuk orang yang ada 

pada daerah tersbut saja. Bronislaw Malinowski menyajikan teori efektifitas 

pengendali sosial atau hukum. Ia menyajikan teori efektifitas hukum dengan 

menganalisis tiga masalah berikut ini yang meliputi : 

1. Dalam masyarakat modern tata tertib kemasyarakatan dijaga antara lain 

oleh suatu system pengendalian sosial yang bersifat memaksa yaitu hukum, untuk 

melaksanakannya hukum didukung oleh suatu system alat kekuasaan yang 

diorganisasikan untuk Negara. 

2. Dalam masyarakat primitive alat kekuasaan serupa kadang tidak ada  

3. Dengan demikian apakah dalam masyarakat primitif tidak ada hukum ?  

Lawrence M Friedman mengemukakan tiga unsur yang harus diperhatikan dalam 

penegakan hukum. Ketiga unsur tersebut meliputi struktur, substansi dan budaya 

hukum .  

Pengertian struktur hukum terdiri dari : 

1. Unsur jumlah dan ukuran pengadilan yurisdiksinya.  

2. Cara naik banding dari satu pengadilan ke pengadilan lainnya.  

3. Bagaimana badan legislatif ditata.  

Pengertian substansi meliputi :  

1. Aturan norma dan perilaku masyarakat dalam system hukum tersebut.  

2. Produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum itu 

keputusan yang mereka keluarkan dan aturan baru yang mereka terapkan.  
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Budaya hukum sebagai sikap dan nilai yang ada hubungannya dengan 

sistem hukum dan hukum. Budaya hukum dibedakan menjadi dua yaitu :  

1. Kultur hukum eksternal.  

2. Kultur hukum internal  

Kultur hukum eksternal adalah kultur hukum yang ada pada populasi 

masyarakat umum. Kultur hukum internal adalah kultur hukum para anggota 

masyarakat yang menjalankan tugas hukum.  

Semua masyarakat memiliki kultur hukum tetapi hanya masyarakat 

dengan para spesialis hukum yang memiliki suatu kultur hukum yang memiliki 

suatu kultur hukum internal. Pandangan tentang efektifitas hukum dikemukakan 

oleh Clearence J. Dias. Syarat bagi efektif atau tidaknya suatu aturan hukum 

adalah  

1. Mudah tidaknya makna atau isi aturan hukum itu untuk ditangkap.  

2. Luas tidaknya kalangan didalam masyarakat yang mengetahui isi aturan 

yang bersangkutan.  

3. Efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan hukum yang dicapai 

dengan bantuan aparat administrasi dan masyarakat.  

4. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya harus 

mudah dihubungi dan dimasuki oleh setiap warga Negara akan tetapi juga harus 

cukup efektif menyelesaikan sengketa. 

5. Adanya anggapan dan pengakuan yang merata dikalangan warga 

masyarakat, bahwa aturan dan pranata hukum itu memang berdaya mampu efektif 
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Syarat agar hukum dapat berjalan dengan efektif adalah dengan melihat 

Undang-Undangnya yang berlaku dimasyarakat, adanya pelaksanan hukum, 

kondisi sosio ekonomi masyarakat, Undang-Undang yang dibuat harus dirancang 

dengan baik dan substansinya yang meliputi isi dari peraturan tersebut harus 

bersifat melarang, mengandung sanksinya, mengandung moralitas. Pelaksanan 

hukum adalah aparat yang melaksanakan hukum itu sendiri, seperti kepolisian, 

kejaksaan dan pengadilan.  

Pelaksanaan hukum ini harus dilakukan dengan baik. Efektifitas hukum 

harus dilihat dari kondisi sosio ekonomi masyarakat. Semakin baik ekonomi 

masyarakat maka semakin efektif Undang-Undang yang berlaku. Hal ini 

disebabkan karena tidak adanya masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum. 

Semakin rendah ekonomi masyarakat semakin banyak terjadi pelanggaran hukum 

hal ini dapat dilihat semakin banyaknya pencurian yang berlatar belakang alasan 

ekonomi. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode  penelitian sangatlah penting dan lazim di dalam suatu penelitian, 

metode penelitian  adalah  suatu  cara  untuk  memperoleh  data  agar dapat  

memenuhi  atau  mendekati  kebenaran  dengan  cara  mempelajari, menganalisa 

dan memahami keadaan lingkungan ditempat dilaksanankannya suatu penelitian. 

A. Jenis Penelitian  

 Dalam Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis 

artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau 

lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (fact-

finding), yang kemudian menuju pada identifikasi (problem-identification) dan 

pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (problem-solution). Jadi 

secara yuridis pelaksanaan uji kelaikan kendaraan bermotor dikaitkan dengan 

Peraturan Daerah Kota Magelang  Nomor 9 Tahun 2014 kemudian secara 

sosiologis dikaitkan dengan keadaan nyata di masyarakat. Serta harapan peneliti, 

agar hasil dari penelitian ini nantinya dapat bermanfaat bagi para pemilik 

kendaraan untuk melakukan praktek uji kir agar nanti nya tidak lagi ditangani oleh 

oknum pelaku yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kesempatan 

terhadap pemilik kendaraan seperti terjadinya berbagai kecurangan di dalam uji 

kelaikan kendaraan. Peneletian ini juga diharapkan agar dapat meluruskan 

kembali ketegakkan aturan yang sudah di atur di dalam Peraturan Daerah Kota 

Magelang nomor 9 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan 

Bermotor untuk tidak melenceng dari aturan tersebut sehingga kedepan nya tidak 
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lagi terjadi kecurangan dalam melakukan uji kelaikan kendaraan bermotor 

terutama bagi kendaraan umum yang bertanggung jawab atas penumpang nya 

yang benar-benar menjamin perlindungan dan keselamatan dari penumpang dari 

kecelakaan. 

B. Bahan Penelitian  

1. Bahan hukum primer : 

1. Undang- Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan 

2. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik  

3. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah 

4. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah 

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2012 

Tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi 

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 

Tentang Kendaraan  

7. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM. 133 

Tahun 2015 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 

8. PM 156 Tahun 2016 Tentang Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan 

Bermotor 

9. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2014 Tentang 

Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor 

2. Bahan Hukum Sekunder : 

a. Hasil Wawancara ke Instansi Terkait 

1) Dinas Perhubungan Kota Magelang 

2) Penguji Kendaraan Bermotor 

b. Buku-buku hasil karya ilmiah  
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c. Hasil-hasil penelitian 

2. Bahan Hukum Tersier :  

a. Kamus  

C. Spesifikasi Penelitian 

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu suatu 

pembahasan yang dilakukan dengan cara memadukan antara penelitian 

kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan yang 

dilakukan adalah membandingkan peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan, 

dan buku referensi, serta data yang diperoleh, kemudian dianalisis secara 

kualitatif yang akan memberikan gambaran menyeluruh tentang aspek 

hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Penulis tidak 

menggunakan angka dan tidak dilakukan pengukuran sehingga data yang 

diperoleh bersifat deskriptif. 

D. Metode Analisa 

Metode yang akan digunakan untuk menganaslisi data-data yang telah 

dikumpulkan (Aziz, 2011), terkait dengan data-data hasil wawancara dengan 

Dinas Perhubungan Kota Magelang dan analisis dari undang-undang. 

E. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Teknik pengumpulan bahan hukum merupakan salah satu faktor 

penting dalam menentukan keberhasilan sebuah penelitian. Pengumpulan 

bahan-bahan ini dilakukan dengan studi pustaka yaitu dengan cara 
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mempelajari peraturan perundang-undangan, mempelajari literatur-literatur 

dan wawancara dengan responden, yang selanjutnya diolah dan dirumuskan 

secara sistematis. 

F. Alat Penelitian 

Alat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu 

menggunakan studi kepustakaan. Peneliti mempelajari, perundang-

undangan, literatur-literatur, jurnal, arsip-arsip yang berkaitan dengan 

permasalahan untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang diteliti. 

G. Analisis Bahan Hukum 

Bahan hukum yang sudah terkumpul baik itu bahan hukun primer 

mauapun bahan hukum sekunder selanjutnya akan dipilah-pilah sesuai 

dengan permasalahan, yang akan dibahas kemudian dianalisis secara yuridis 

dengan berpedoman kepada aturan hukum yang ada, agar menjadi suatu 

deskripsi analisis yang komperehensif. Adapun penalaran yang digunakan 

untuk menganalisa masalah penelitian menggunakan metode penelitian 

hukum empiris bisa dikatakan sebagai penelitian hukum yuridis sosiologis 

karena dalam penelitian hukum ini diambil dari fakta-fakta yang ada di 

dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintahan.  (Soerjono 

Soekanto, 2001, hal. 14) 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Efektivitas Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2014 Tentang 

Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor di kota 

Magelang sudah efektif dan ditindaklanjuti oleh Keputusan 

Kepala Dinas Perhubungan Kota Magelang Tahun 2019 

Tentang Standar Pelayanan pada seksi Pengujian Kendaraan 

Bermotor Dinas Perhubungan Kota Magelang . Dapat dilihat 

yang pertama dari segi waktu pelayanan sudah efisien dan tidak 

membuat pemohon PKB merasa terbelit belit atau memakan 

waktu yang lama, segi kecermatan pegawai UPTD PKB Kota 

Magelang , menjadi hal utama yang harus diperhatikan ,dan 

ketiga dari segi gaya pemberian pelayanan yang sudah dapat 

dikatakan telah membuat pemohon atau masyarakat merasa puas 

dan nyaman melakukan pengujian kendaraan bermotor pada 

UPTD PKB Dinas Perhubungan Kota Magelang. 

2. Beberapa faktor menjadi pertimbangan antara lain : faktor  

hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas dan 

faktor masyarakat yang menjadi hambatan dalam mengatasi 

permasalahan pengujian kendaraan terutama kurangnya 

kesadaran untuk melakukan pengujian tepat waktu, tidak ada 

penindakan di jalan raya, faktor-faktor tersebut mempengaruhi 
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penerapan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2014 Tentang 

Penyelegaraan Pengujian Kendaraan Bermotor agar dapat 

mencapai hasil lebih maksimal dalam mengatasi apabila ada 

pelangaran sehingga aturan tersebut bisa berjalan dengan efektif. 

B. Saran 

1. Kepala Dinas Perhubungan seharusnya memberikan sanksi tegas 

bagi para pelanggar baik pemilik kendaraan maupun oknum/ 

jasa yang melakukan tindakan tidak resmi sesuai dengan 

Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2014 Tentang Penyeleggaraan 

Pengujian Kendaraan Bermotor sehingga akan timbul efek jera 

bagi para pelanggar. Lebih berperan aktif dalam melakukan 

pengawasan dan pelatihan terhadap penguji. Sehingga 

pelanggaran aturan dapat diatasi.  Selain itu. Dinas Perhubungan 

juga sebaiknya melakukan pendataan mengenai Kendaraan yang 

sudah tidak layak uji, Mengadakan razia penindakan di jalan 

tentang kendaraan kendaraan yang telah melampaui masa uji 

kendaraan, Selain itu Dinas Perhubungan juga harus 

memperhatikan kondisi kendaraan memberikan jaminan 

keamanan bagi pengguna pengujian kendaraan bermotor 

tersebut. 

2. Kesadaran hukum yang positif yang membentuk ketaatan 

hukum harus lebih ditingkatkan oleh masyarakat pengguna 

pengujian kendaraan bermotor . Meningkatkan kesadaran yang 
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ada dalam diri setiap individu akan pentingnya menaati suatu 

aturan demi kepentingan bersama. Kesadaran ini lahir dari nilai-

nilai yang terdapat dalam diri manusia, tentang hukum yang ada 

atau yang diharapkan ada. Karena jika yang terbentuk adalah 

kesadaran hukum yang negatif maka hal ini justru akan 

membentuk ketidaktaatan hukum. Hal inilah yang tidak 

diharapkan. Oleh sebab itu untuk mencapai suatu keberhasilan 

hukum atau hukum itu dikatakan berlaku efektif diperlukan 

tingkat ketaatan hukum yang tinggi oleh masyarakatnya. 
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